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Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur atas nikmat yang telah diberikan 
oleh Allah SWT. Dzat pemilik alam semesta serta segala kehidupan dan 
kematian didalamnya. Pantaslah kita untuk senantiasa memuja dan memuji 
kebesaran serta keagungan-Nya. Semoga kita selalu berada dalam 
lindungan Ilahi ditiap aktivitas keseharian kita.  
Allahumma Shalli Alasayyidina Muhammad Waala Alihi Wasahbihi 
Wasallim, shalawat dan salam teriring kehadirat Rasulullah SAW. Pemimpin 
terbaik yang menginsipirasi peradaban manusia, sosok revolusioner sejati 
yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke kehidupan yang 
bernafaskan Islami dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga beliau, 
para sahabat dan pengikutnya senantiasa mendapat tempat istimewa disisi 
Allah SWT. Amin.  
Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas selesainya 
penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota 
Makassar” sebagai salah satu syarat penyelesaian studi guna memperoleh 
gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis berharap skripsi ini 
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khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.  
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan 
membutuhkan waktu yang singkat Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
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kuat, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, 
pikiran dan doa dari berbagai pihak. 
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hingga sampai seperti saat ini. Terima Kasih tak terhingga karena telah 
memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik itu 
berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa yang tak pernah 
ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah 
SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada kedua 
orang tua penulis. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang 
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Andi Patunggai, Nomor Pokok E12112001, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Jurusam Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi 
dengan judul: “ANALISIS PENGELOLAAN JASA PARKIR DI KOTA 
MAKASSAR” dibawah bimbingan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan A. Lukman 
Irwan, S.Ip, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi jasa parkir 
oleh PD Parkir Makassar Raya di Kota Makassar  dan untuk mengetahui 
Faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi jasa parkir di Kota 
Makassar. 
 
Tipe  penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang 
diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan 
kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat 
dan cukup di dapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi 
kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus 
melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar 
terhitung dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 mengalami kondisi yang 
dinamis. Penerimaan pendapatan retribusi parkir jika dilihat dari 
persentasenya selalu naik turun. Adapun kontribusi realisasi pendapatan PD 
Parkir Makassar Raya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami 
penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kontribusi PD Parkir akan 
lebih meningkat  jika target penerimaan tercapai dengan maksimal. oleh 
sebab itu PD Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan retribusi 
parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir sehingga 
penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang 
telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih 
besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara 
keseluruhan. Adapun kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PD 
Parkir Makassar Raya sehingga target setiap tahunnya tidak mencapai 
maksimal adalah menyangkut tentang kondisi cuaca, kebijakan pemerintah 
tentang larangan parkir di tepi jalan,perbaikan/pengerjaan jalan, bulan puasa, 
kurangnya setoran, backingan jukir, dan pengawasan terhadap kolektor dan 






Andi Patunggai, identification number E12112001, Governance Studies 
Program, Department of Political Science and Public Administration, 
Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, 
Making Thesis entitled: "ANALYSIS OF PARKING MANAGEMENT 
SERVICES IN MAKASSAR" under the guidance of Dr. Hj. Nurlinah, M.Si 
and A.Lukman Irwan, S. Ip, M.Sc. 
This study aims to determine the management of the parking service levies 
by PD Parkir Makassar Raya in Makassar and to determine the factors that 
affect the management of parking charges for services in the city of 
Makassar.  
This type of research used was descriptive of the type of research that aims 
to provide a clear picture of the object under study and try to see truths or 
justify the truth, but in seeing the truth, not always and quite able to see 
something real , but sometimes also necessary to see something that is 
hidden and must track him down even further to something real behind it. 
Based on the research management of parking charges in the city of 
Makassar starting from 2012 to 2015 experienced dynamic conditions. 
Revenue received parking fees when seen from the percentage is always up 
and down. The revenue contribution of PD Parkir Makassar Raya against the 
original income also decreased from 2012 to 2015. Contributions PD parking 
will be increased if the target was achieved with the maximum acceptance. 
therefore PD Parkir Makassar Raya needs to improve the management of 
parking fees that lead to optimization of the levy charged for parking so that 
acceptance parking fees can be increased and the realization of the set 
targets can be achieved and can provide a greater contribution to the levies 
and local revenue (PAD ) overall. As for the obstacles that have been faced 
by PD Parkir Makassar Raya so that the target every year do not reach the 
maximum is concerned about the weather conditions, government policy 
regarding the prohibition of parking on the street, repair / roadworks, the 
month of fasting, lack of deposit, backingan jukir, and oversight of collectors 





1.1. LATAR BELAKANG 
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang sangat luas dengan berbagai 
keragaman lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah 
provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi 
daerah maka setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus 
dan mengatur rumah tangganya sendri berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Otonomi daerah ini diharapkan dapat 
meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 
kewenangan yang luas, dan bertanggungjawab di daerah secara 
proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pemberian dan 
pemamfaatan sumber daya nasional yang terkendali, serta perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah dalam 
rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar 
desentralisasi, dekonsentraisasi dan tugas pembantuan. 
Sebagaimana yang termaktub pada pasal 6 bagian (1) Bab V tentang 
Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
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Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi 
Daerah; (c) Hasil pengelolaan yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang 
sah. 
Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ini 
dimaksudkan untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan pemeritahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah 
daerah di setiap tingkatannya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah 
satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dan pembangunan 
dan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna 
memperkecil ketergantungan dalam pendapatan dana dari pemerintah tingkat 
atas (subsidi). 
Dalam sistem desentralisasi, daerah berhak merencanakan, menggali, 
mengelola,dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi 
daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli 
Daerah merupakan Pendapatan Asli yang bersumber dari hasil pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 
lain-lain . Retribusi adalah salah satu dari Pendapatan Asli daerah yang 
cukup besar preranannya dalam Pendapatan Asli Daerah. Setiap daerah 
harus secara kreatif melakukan inovasi-inovasi sehinga mampu menciptakan 
dan mendorong peningkatan hasil dari pendapatan asli daerah dalam rangka 
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pencapaian pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien. Salah 
satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah dari jasa perparkiran. 
Sebagimana yang termaktub pada pasal 1 Ayat 63 Bab I Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah  adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya retribusi 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 
dan retribusi perizinan. Besaran retribusi yang diterima oleh pihak pemberi 
harus sesuai dengan manfaat yang ia dapatkan sehingga tidak menibulkan 
perselisihan pendapat oleh penerima dan pemberi, hal ini biasanya telah 
tercantum di dalam peraturan setiap daerah yang  melakukan pungutan 
retribusi.  
Kota Makassar adalah kota yang padat akan penduduk, selain dari 
penduduk asli juga banyak penduduk yang berdatangan ke kota Makassar 
dengan tujuan yang berbeda-beda. Daya tarik kota Makassar memang 
banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pedangang, 
pencari pekerjaan,pendidikan,wisatawan dan lainnya. Dengan demikian 
Pendapatan Asli Daerah akan menjadi banyak melalui pajak dan retribusi, 
pada bidang retribusi kota Makassar juga meraut banyak keuntungan 
darinya, baik berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi 
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perizinan. Salah satu yang menjadi penyumbang retribusi terbesar adalah 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Makassar. Banyaknya kendaraan 
yang masuk ke kota Makassar setiap harinya maka banyak pula  tempat 
parkir yang dibutuhkan karena setiap kendaraan pasti akan berhenti di suatu 
tempat. Dengan demikian pemerintah akan berperan penting dalam 
pengaturan parkir di kota Makassar. 
Sebagaimna yang termaktub pada pasal 1 Ayat 6 Bab I Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir 
Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar menyatakan bahwa parkir 
adalah memberhentikan atau menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan 
umum yang bersifat sementara pada tempat yang di tetapkan. Peraturan ini 
menjadi landasan untuk memungut retribusi di kota Makassar. Retribusi 
daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 
menjalankan otonomi daerah, retribusi daerah merupakan sumber 
pendapatan daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi 
setiap daerah pada umumnya adalah belum maksimalnya pengambilan 
retribusi yang merupakan kompnen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah perusahaan daerah 
yang didirikan oleh pemerinah kota Makassar sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli daerah untuk mengelolah perparkiran di wilayah kota 
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Makassar. Tujuan utama dari didirikannya PD Parkir Makassar Raya adalah 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan 
perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan 
asli daerah dari sektor retribusi parkir. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis permasalahan retribusi parkir di 
kota Makassar sangatlah memprihatinkan, mulai dari penerimaan retribusi 
parkir yang tidak terkelolah dengan baik sampai kepada banyaknya oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan  situasi ini untuk meraut 
keuntungan sendiri. Permasalahan pungutan retribusi parkir di bagian 
keuangan PD Parkir Makassar Raya sejak tahun 2012 sampai sampai 2015 
mengalami penurunan dikarenakan setiap target dinaikkan maka realisasi 
pendapatan pula menurun. Hal ini tergambar dari tabel target, realisasi, 
kontribusi, rugi laba,deviden, dan pajak PD Makassar Raya Tahun 2012 s/d 
2015 sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1.1 
Target, Realisasi, Kontribusi, Rugi Laba,Deviden, Dan Pajak 
PD Makassar Raya 
Tahun 2012 S/D 2015 
 
No Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 
A B C D E 
1 2012 Rp. 9.982.549.200,00 Rp. 8.403.292.750,00 84,20% 
2 2013 Rp. 11.336.363.232,00 Rp. 9.319.072.825,00 82,19% 
3 2014 Rp. 11.406.690.444,00 Rp. 9.207.800975,00 80,72% 
4 2015 Rp. 13.035.580.092,00 Rp. 9.653.403.199,00 74,05% 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  




Sekarang ini di kota Makassar seringkali kita temui juru parkir liar yang 
beroperasi di kota Makassar yang belum tentu berguna dalam hal memarkir 
kendaraan, apalagi jika juru parkir liar tersebut masih anak-anak yang tidak 
tahu menahu mengatur kendaraan. Mereka hanya menunggu bayaran dari 
pemilik kendaraan bermotor tanpa adanya pertanggungjawaban dari uang 
tersebut. semetara pula pemilik kendaraan mengalami rasa takut terhadap 
juru parkir liar ini sehingga tanpa berpikir panjang memberinya uang parkir. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut penting 
untuk dikaji agar diketahui arah pertanggungjawaban hasil penggalian 
retribusi parkir serta peranan PD Parkir Makassar Raya dalam mengelola 
keuangan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN JASA PARKIR DI KOTA 
MAKASSAR” 
 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan urain latar belakang tersebut maka masalah dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengelolaan jasa parkir di Kota Makassar? 





1.3. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengelolaan jasa parkir di Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi pengelolaan jasa 
parkir di Kota Makassar 
1.4. MANFAAT PENELITIAN 
Diharapkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
dapat membawa banyak manfaat yang bukan hanya bagi penulis, juga 
bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan 
dapat terwujud oleh penulis,yakni : 
1. Manfaat teori : penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan 
sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang 
mengarah kepada  perkembangan ilmu pengetatuan dan dapat 
dijadikan bahan studi perbandingan terutama pada aspek retribusi 
daerah. 
2. Manfaat praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan kepada pemerintah Kota Makasssar dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dari sektor retibusi, serta member masukan 
kepada PD Parkir Makassar Raya dalam mengelola retribusi di Kota 






2.1. Konsep Pengelolaan 
Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu 
manajemen yang secara etimologis berasal dari kata “kelola” yang 
biasanya mengarah kepada proses mengurus atau menangani sesuatu 
untuk mencapai tujuan. 
Balderton (dalam westra, 1983: 14), mengemukakan bahwa: 
“Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu 
menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha 
manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas 
untuk mencapai suatu tujuan”. 
Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang dilakukan 
oleh seseorang atau suatu organisasi untuk  mencapai tujuan yang 
ingin dicapainya. Sedangkan menurut Hamalik, O (1993:18) 
mengemukakan bahwa: “Istilah pengelolaan identik dengan istilah 
manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses 
untuk mencapai tujuan”. 
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton 
diatas, dengan demikian dapat dikatan bahwa istilah pengelolaan 
dapat di samakan dengan manajemen karena memilikii pengertian 
yang sama. Pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen karena di 
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dalam pengelolaan itu sendri terdapat proses manajemen seperti 
pengorganisasian,pengarahan,pengawasan serta adanya pencapaian 
tujuan dengan baik. Selanjutnya soekanto (1986:19) mengemukakan 
bahwa : 
“Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu 
proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, 
pengawasan, penggerak sampai denga proses terwujudnya 
tujuan”. 
 
Dari pengertian diatas soekento menitikberatkan bahwa dalam 
pengelolan harus melewati beberapa rangkaian untuk mencapai tujuan 
yang maksimal.  
Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka dapat di 
tarik kesimpulan bahwa pengelolan bukan hanya suatu kegiatan, tetapi 
pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan eraat erat 
dengan manajemen terkhusus pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri 
seperti kegiatan perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan untuk 
tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. 
Pengelolaan parkir di Kota Makassar adalah wewenang dari PD 
Parkir Makassar Raya yang didelegasikan oleh pemerintah Kota 
Makassar. Tujuan utama dari perusahaan daerah  ini meningkatkan 
efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat 
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serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Makassar dari 
sektor retribusi parkir. 
2.2. Konsep Retribusi Daerah 
Pada dasarnya retribusi daerah lebih beragam dan bervariasi 
antara daerah kabupaten satu dengan daerah kabupaten lainnya. 
Semakain berkembangnya suatu daerah maka semakinn banyak 
fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah 
setempat untuk mengembankan kegiatan perekonomian masyarakat, 
sehingga semakin banyak retribusi yang dapat dipungut daerah 
tersebut. 
Kota Makassar adalah salah kota satu kota yang terbesar diluar 
jawa. Dengan status tersebut Makassar menjadi daya tarik oleh 
berbagai masyarakat, hal ini dapat menjadi salah satu sumber dari 
pendapatan daerah melalui retribusi daerah. S. Prawirohardjno 
(1982:202) mengemukakan : 
“Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 
pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 
pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak 
langsung”. 
  
Jadi retribusi menurut S. Prawiroharjo merupakan pembayaran 
atas jasa yang telah dilakukan seseorang atau kepada sebuah 
perusahaan. Selanjutnya R Sudargo (1980:62) berpendapat bahwa 
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retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa usaha atau milik daerah bagi 
yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : 
“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberkan oleh peerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan”. 
 
Berdasarkan Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa setiap 
daerah berhak melakukan pungutan retribusi untuk peningkatan 
pendapatan asli daerah mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Pembayaran tersebut atas jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
atau berupa pemberian izin tertentu yang telah disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu 
badan. Kemudian Widjaya (1992:80) berpandangan bahwa : 
“Retribusi merupakan harga dan pelayanan langsung dari pemerintah 
daerah ditingkatkan kualitas pelayanannya harus baik dan menarik”. 
Jadi Widjaya mengemukakan bahwa dalam pungutan retribusi 
pemerintah atau instansi terkait telah menetapkan biaya yang akan 
dibayar setiap mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkat 
pelayanannya. Semakin baik tingkat pelayanan yang dilakukan maka 
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semakin banyak pula biaya yang akan dikenakan pada retribusi 
tersebut. 
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukan diatas, maka dapat 
di simpulkan bahwa retribusi adalah punngutan yang dilakukan 
berhubungan dengan jasa  fasilitas yang diberikan oleh pemerintah 
secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian 
dapat dikemukakan bahwa cirri pokok retribusi daerah adalah: 
Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
a. Pengenaan pungutan bersifat jasa timbal prestasi atas jasa yang 
diberikan pemerintah daerah. 
b. Retribusi dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang 
disediakan pemerintah daerah. 
Beberapa istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah antara lain: 
a. Retribusi daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yag khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orng pribadi atau badan. 
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b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabka barang,fasilitas, atau kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
d. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat juga disediakan oleh sektor swasta. 
e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
f. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan 




g. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah 
yang bersangkutan. 
 
2.3. Konsep Retribusi Parkir 
Setiap kendaraan pastilah akan berhenti bergerak, tidak mungkin 
melakukan pergerakan terus menerus, adakalanya kendaraan itu akan 
berhenti. Tempat parkir adalah salah satu tujuan pengendara untuk 
disinggahi. Di kota-kota besar pengelolaan perparkiran sangatlah 
diperlukan agar tidak terjadinya parkir disembarang tempat yang dapat 
mengakibatkan kemacetan lalu lintas. 
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
bersifat sementara karena ditiggalkan oleh pengemudinya. Dengan 
demikian diperlukan pengelolaan parkir yang baik sehingga 
mewujudkan ketertiban di jalan atau ditempat-tempat tertentu. 
Warpani,(1988) mengemukakan : 
“Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan 
memberhetikan kendaraan angkutan/barang (bermotor ataupu 
tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu” 
Menurut Warpani bahwa baik kendaraan bermotor maupun tidak 
bermotor dan berhenti pada suatu tempat maka itu dikategorikan 
memarkir dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya pemilik 
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kendaraan tersebut menggunakan tempat parkir itu. Selain itu Pignataro 
(1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan : 
“Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan 
(mobil, sepeda motor, dansebagainya) untuk sementara waktu 
pada ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, 
garasi atau pelataran yang telah disediakan untuk menumpang 
kendaraan tersebut”. 
 
Pengertian parkir menurut Pignantoro dan Sukanto tidak jauh 
berbeda dengan yang dikemukakan oleh Warpani. Pignantoro dan 
Sukanto lebih menekankan kepada ruang yang telah di tentukan oleh 
pengelola parkir sehingga tidak terjadi parkir liar yang dapat meghambat 
laju kendaraan lainnya . 
Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 
parkir adalah tempat pemberhentian kendararaan berupa mobil, motor, 
dan lain-lain yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan. 
Dalam membahas masalah perparkiran maka parkir tidak lepas 
dari beberapa istilah-istilah penting, yaitu sebagai berikut: 
a. Celukan Parkir: jalur tambahan dengan panjang terbatas, 
terutama,terutama di desain untuk parkir kendaraan. 




c. Fasilitas Parkir: lokasi yang ditentukan sebagai tempat 
pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk 
melakukan kegiatan pada suatu kurung waktu. 
d. Fasilitas Parkir Luar Badan Jalan: fasilitas parkir kendaraan yang 
dibuat khusus yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. 
e. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan: fasilitas untuuk parkir kendaraan 
dengan menggunakan sebagian badan jalan. 
f. Fasilitas Parkir Untuk Umum: fasilitas parkir diluar badan jalan 
berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai 
kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa 
pelayanan parkiruntuk umum. 
g. Jalur Gang: jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan. 
h. Jalur Sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan 
yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. 
i. Jumlah Kendaraan Parkir: jumlah kendaraan di daerah parkir pada 
waktu tertentu dalam jam kendaraan. 
j. Kawasan Parkir: kawasan atau area yang dimanfaatkan badan jalan 
sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu 
keluar. 
k. Marka Parkir: marka garis sebagaai batas ruang parkir. 
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l. Parkir Pada Badan Jalan (On Street Parking): fasilitas parkir yang 
menggunakan tepi badan jalan 
m. Permintaan Parkir: jumlah kendaraan yang akan diparkir ditempat 
dan waktu tertentu. 
n. Tempat Parkir Ulak-Alik: tempat parkir dimana orang-orang yang 
pergi dari rumah ke tempat kerjadapat memarkir mobil mereka dan 
melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil bersama, 
vanpool, bus, bis komuter, kereta api atau jenis angkutan umum 
lainnya. 
o. Volume Parkir Perhari: jumlah kendaraan di daerah parkir selama 
satu hari, dalam kendaraan dalam satu hari. 
p. Retribusi Parkir: pungutan yang dikenakan kepada pemakai 
kendaraan  yang memarkir kendaraannya di ruang parkir. 
 
2.4. Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua kompenan 
utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi 
daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
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Dalam menjalankan pemerintahan maka pemerintah daerah 
membutuhkan biaya dalam  melakukan pembangunan serta 
menyelenggaarakan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sumber 
utama pemerintah mendapatkan biaya adalah melalui pendapatan asli 
daerah, dengan demikian pengelolaan keuangan oleh pemerintah 
daerah harus secara maksimal agar mencapai target-target yang telah 
direncanakan. 
Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, disertai 
dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendirimemerlukan adanya pendapatan daerah yang memadai. 
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
untuk mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber 
penerimaan lainnya. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut 
mampu melakukan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab 
dan transparan. 
Keuangan daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :  
a) Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan 
pembangunan daerah; 
b) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi 
prinsip, norma, asas dan standar akuntansi; 
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c) Meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui 
penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah harus terus di optimalkan sehingga daerah 
tidak pula banyak bergantung pada pusat, walaupun pada dasarnya 
pendapatan asli daerah masih membutuhkan bantuan dari keuangan 
pemerintah pusat apa lagi jika daerah itu masih kecil pendapatannya.  
Retribusi daerah merupakan salah satu dari penghasilan 
pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu bentuk dari peran 
serta masyarakan dalam penyelenggaran otonomi daerah.  Dengan 
adanya retribusi daerah diharapkan dapat mengelola keuangannya 
untuk penyelenggaraapemerintahan dan pembangun di daerah. 
2.5. Kerangka Konsep 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk 
menggali potensi daerahnya masing-masing dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahannya. Salah satu yang menjadi 
pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari PAD 
inilah setiap daerah akan berupaya memaksimalkan memaksimalkan 
pendapatannya untuk menunjang kebutuhan pemerintah daerah. Salah 
satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi parkir. 
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Dalam melakukan retribusi, Kota Makassar berlandaskan pada 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 yang memuat 
tentang peraturan-peraturan serta biaya pungutan retribusi yang  
dikelolah menjadi pendapatan daerah.  
Untuk menjalankan pengelolaan secara baik dan maksimal maka 
pemerintah Kota Makassar memberikan mandat kepada PD Parkir 
Makassar Raya dalam mengelola perparkiran di Makassar. Peran PD 
Parkir Makassar Raya dalam mengelola sangat berpengaruh dalam 
pendapatan asli daerah. Semakain maksimal dalam melakukan tugas 
dan fungsinya maka semakin efektif dan efesin hasil yang akan dicapai.  
Pengelolaan retribusi parkir secara efektif dan efisien dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah. Pungutan retribusi memang 
menjadi salah satu senjata pemerintah daerah dalam meningkatkan 
pendapatanya. Untuk mengetahui retribusi parkir di Kota Makassar 
terlebih dahulu dapat dilihat dari permasalahan dalam pengelolaan 
parkir yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai 
konsep dari George R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan kemudian mengarah dalam rangka 
mengoptimalkan pungutan retribusi parkir. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menggambarkan 
skema kerangka konseptual. Menurut sekaran Sugiono, 2005:65), 
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Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan bagaimana faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalahpenting. Kerangka pemikiran dijelaskan secara teoritis 
pertautan antara variable-variable yang telah diisi. 
Berikut kerangka gambaran kerangka konsep yang akan 
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3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan. Kota Makassar adalah kota  yang dikenal dengan 
salah satu kota  terbesar diluar jawa yang perkembangannya begitu 
pesat. Dengan pesatnya perkembangannya maka selain dari 
menghasilkan keuntungan bagi Makassar juga menimbulkan masalah 
yang salah satunya adalah permasalahan Retribusi Parkir 
Sedangkan lokus penelitian ditempatkan pada kantor PD Parkir 
Makassar Raya yang merupakan instansi Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) yang dibawah tanggungjawab Dinas Perhubungan dan 
Pendapatan Daerah. PD Parkir Makassar Raya ini mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar yang 
dipimpin oleh seorang kepala. 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 
menggunakan metodologi kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan 
data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang yang dikumpulkan 
dalam penelitian dengan pendekatan ini adalah berupa kata-kata, 
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gambar, dan bukan angka-angka, selain itu semua yang dikumpulkan 
menjadi kunci terhadap yang diteiti 
3.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
a. Tipe  penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 
objek yang diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau 
membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran 
tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat 
sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat 
sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh 
ke balik sesuatu yang nyata tersebut. dengan demikian memberikan 
gambaran secara sistematik, factual dan akurat mengenai data yang 
ada dilapangan tentang pengelolaan retribusi di Kota Makassar. 
b. Dasar Penelitian yang akan dilakukan melalui pengamatan dan 
pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena yang 
berhubungan dengan retribusi daerah sehingga mendapatkan data 
yang objektif dalam rangka mengantisipasi masalah yang 
menyangkut tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar. 
3.4. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber,yaitu: 
a) Data Primer  
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Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan 
memaknai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), 
serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap 
penelitian). 
b)  Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-
catatan, arsip resmi,serta literature lainnya yang relevan dalam 
melengkapi data primer penelitian  susuai dengan objek penelitian 
guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam 
menganalisa permasalahan mengenai konsep, teori-teori, 
kebijakan-kebijakan dan pelaksanaanya yang berhubungan dengan 
pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a) Dokumentasi. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber 
data tertulis yang terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi 
dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. 
Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 
individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan 
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sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan 
pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. 
b) Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam 
metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan 
mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu 
yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke 
mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. 
Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung  (data 
sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan 
referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
c) Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang berdasarkan atas 
tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap 
aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan. Selain itu 
Observasi juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara 
langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya di 
kantor PD Parkir Makassar Raya. 
d) Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya 
jawab secara langsung dengan informan yang dipilih dalam 
mengumpulkan informasi yang relevan, serta melakukan 
wawancara secara berstruktur yang didasarkan pada relevansi 
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dengan masalah yang diteliti. Daftar pertanyaan terlebih dahulu 
telah disusun untuk ditanyakan nantinya kepada informan. 
3.6. Informan  
Informan adalah oang yang dapat memberkan informasi tentang 
situasi dan kondisi yang akan diteliti. Informan harus banyak 
pengalaman tentang penelitian serta dapat memberikan pandangan-
padangannya tentang nilai-nilai, sikap dan proses kebudayaan yang 
menjadi latar penelitian. 
Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini 
dengan cara purposive sampling. Hal ini diambil dengan masud dan 
tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil 
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan 
dilakukan. 
Adapun yang dimaksud informan yang peneliti adalah semua 
provider yang terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir di Kota 
Makassar yakni seluruh staf kantor PD Parkir Makassar Raya dan juga 
masyarakat Kota Makassar yang merupakan objek pugutan retribusi 
parkir.   
Adapun informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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2. Kepala kantor PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar 
3. Juru parkir yang masuk dalam lingkup PD Parkir Makassar Raya  di 
Kota Makassar 
4. Masyarakat pengguna layanan jasa parkir di Kota Makassar 
 
3.7. Definisi operasional 
Untuk  memberi suatu pemahaman, agar memudahkan 
penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus 
penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut : 
a) Perusahaan Daerah Parkir Raya  merupakan intansi Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang berwenang mengelola segala sesuatu 
yang berhubungan dengan masalah perparkiran yang ada di Kota 
Makassar. 
b) Pengelolaan retribusi retribusi parkir sesuatu yang berhubungan 
dengan masalah manajemen pengelolaan retribusi parkir yang 
merupakan salah satu dari beberapa pendapatan asli daerah (PAD). 
Dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir di Kota Makassar 
dilakukan setiap hari, para petugas/kolektor mendatangi langsung 
para juru parkir di kawasan tempat mereka memungut retribusi 
parkir sehingga juru parkir tidak perlu mendatangi kantor untuk 
menyetor hasil retribusi. Hasil dari penyetoran itu masuk ke kas PD 
Parkir yang kemudian PD Parkir akan menyerahkan ke daerah 
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yakni Dispenda sebagai kantor yang mengelola Pendapatan Asli 
Daerah. 
c) Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses pengelolaan 
retribusi parkir baik berupa faktor pendukung maupun faktor 
penghambat yang menyebabkan tercapai tidaknya target 
penerimaan pertahun tersebut.  Namun dalam penelitian ini penulis 
lebih mengacu kepada faktor-faktor yang menyebabkan target 
penerimaan retribusi tidak berjalan maksimal sesuai dengan tabel I 
yang jelas dalam empat tahun terakhir tidak tercapai secara 
maksimal. 
3.8. Analisis data 
Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi 
pustaka dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti 
dengan menekankan pada permasalahan pokok mengenai proses 
pengelolaan retribusi parkir yang merupakan bagian dari pendapatan 
asli daerah (PAD) yang difokuskan di kantor PD Parkir Makassar Raya, 
serta kajian futuristic dalam upaya terciptanya manajemen pengelolaan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam Penelitian ini, hanya mengambil satu lokasi sebagai 
tempat penelitian yang merupakan Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya sebagai lokasi dalam penelitian ini. Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Kota Makassar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 
(Perda) Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang: 
pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya 
Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, 
kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar, No.16, Tahun 2006. 
Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk 
Perusahaan Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip 
efesiensi dan efektivitas  pencapaian tujuan pelayanan dari sektor 
perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar. Di samping itu kegiatan 
perparkiran di kota Makassar juga merupakan salah satu objek yang 
mempunyai prospek untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
kota Makassar. Jadi dengan kehadiran Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya, selain diharapkan menunjang pelaksanaan otonomi 
daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. 
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Lewat pertimbangan dan evaluasi mendalam, baik dari segi 
potensi kendaraan, daya dukung ruas jalan  sebagai lahan parkir tepi 
jalan,  manajemen pengelolaan Badan Pengelola Perparkiran yang 
selama ini  menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, serta hakekat UU 
No. 22 Tahun  1999 tentang Pemerintah daerah yang memerlukan 
adanya upaya  penggalian sumber potensi  riil daerah sebagai sumber 
PAD, amak pada  bulan April 1999 Pemerintah Kota mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah PD Parkir Makassar Raya kepada DPRD 
Kota Makassar. Rancangan ini kemudian ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah No. 5 Tahun 1999, dan Lembaran Daerah No. 19/1999 Seri D. 
No.6. 
PD Parkir Makassar Raya mulai disahkan pada 23 Agustus 1999. 
Sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan di lapangan, 
maka berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, 
struktur Organisasi PD Parkir Kota Makassar berubah menjadi masing-
masing terdiri dari 3 Direktur, 4 Kepala Bagian, dan 12 Kepala Seksi. 
Perusahaan Daerah ini secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 1 
September 2000.  
Saat ini, daerah operasional pelayanan retribusi perparkiran yang 
meliputi  tugas dan tanggung jawab PD Parkir Kota Makassar meliputi 
seluruh wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 14 Kecamatan, 143 
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Kelurahan, 971 RW dan 4789 RT, dengan luas 175,77 Km². Dari total 
luas tersebut, hingga saat ini yang terlayani pelayanan jasa retri busi 
parkir PD Parkir Kota Makassar baru sekitar 67% (117,76 km²). 
4.1.1. Visi Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai salah 
satu badan usaha milik daerah dalam lingkup Pemerintah Kota 
Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan 
Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran di Kota 
Makassar. Untuk itu perusahaan ini telah merumuskan visi dan misi 
sebagai berikut : 
 Visi 
Menjadikan perusahaan daerah yang mandiri dan professional 
pengelolaan, terdepan dalam pelayanan dan terbaik dalam 
pemasukan pendapatan asli daerah, guna menunjang 
pembangunan Kota Makassar. 
 Misi 
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 
misi utama sebagai berikut : 
1. Terwujudnya penerapan manajemen manajemen 
modern dalam system pengelolaan perusahaan. 
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2. Mengedepankan dan meningkatkan kwalitas  layanan 
kepada masyarakat umum di bidang perparkiran 
sebagai wujud komitmen untuk menjalankan amanat 
peraturan daerah. 
3. Meneguhkan dan mengembangkan identitas 
perusahaan sebagai lembaga milik pemerintah kota 
yang orientasinya memberikan konstribusi maksimal 
bagi peningkatan pendapatan asli daerah. 
Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah 
dirumuskan PD Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi telah 
dirumuskan diatas, PD Parkir Makassar Raya perlu untuk membuat 
langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Visi dan 
misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi 
dan misi ini  dirumuskan setelah perusahaan mengetahui kekuatan, 
kelemahan serta lebih dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman 
yang dihadapi perusahaan.  
PD Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah 
satu perusahaan daerah yang terbaik kinerjanya, maka  perusahaan 
harus melkukan langkah-langkah sebagai berikut : 
Mengembangkan kemampuan SDM sebagai aset strategis 
perusahaan, menerapkan prinsip-psrinsip  Good Governance    dan 
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menerapkan budaya-budaya perusahaan secara konsekuen dan terus 
menerus pada semua level organisasi yang ada dilingkungan internal 
perusahaan. Disadari bahwa implementasi misis yang telah 
dirumuskan idak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun 
tantangan. 
4.1.2. Nilai dan Sasaran 
Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan fungsi sebagai 
sebuah perusahaan daerah, PD Parkir Makassar Raya senantiasa  
menganut prinsip-prinsip nilai budaya perusahaan (corporate culture) 
dengan berlandaskan budaya kualitas (quality culture), budaya bisnis 
(business culture). Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :  
1. Mewujudkan Perusahaan Daerah yang mampu memberikan 
pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara  optimal 
dan memuaskan.  
2. Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk 
menjadikan perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan 
kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.  
3. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi 
perparkiran  
4. Menertibkan kawasan-kawasan/areal perparkiran di seluruh Kota 
Makassar Raya menjadi lebih mana, nyaman dan memuaskan  
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5. Melakukan penertiban juru parkir liar   
6. Memupuk dan mengembangkan kerjasam kemitraan dengan dunia 
usaha, perguruan tinggi dan lebaga-lembaga iptek baik di dalam 
maupun diluar negeri dalam rangka pengembangan organisasi 
perusda perparkiran dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat. 
4.1.3. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai salah satu 
badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan 
manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam 
mengelola sektor perparkiran. PD. Parkir Makassar raya diharapkan 
dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat 
meningkatkan PAD Kota Makassar. 
1. Badan Pengawas 
Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina 
perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun 
tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta.   
Fungsi dari badan pengawas PD Parkir Makassar Raya adalah  
sebagai berikut :  
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 Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah 
dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai 
dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun 
jangka panjang; Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas 
laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah. 
 Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan 
kepegawaian Perusahaan daerah dan penghasilannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.  
 Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan 
Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
2. Direktur Utama PD. Parkir 
Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir 
dalam  bidang teknik operasional perparkiran bidang umum 
termasuk pengelolaan keuangan dana administrasi untuk 
mencapai tujuan. Direktur Utama juga bertugas untuk memberika 
laporan kepada Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan 
Perhitungan Laba/Rugi, Laporan keuangan dan Operasi  
Fungsi dari Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya 
adalah sebagai berikut : 
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 Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam 
melaksanakan operasi Perusahaan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi 
Perusahaan Daerah; 
 Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan 
efisiensi dari sistem dan prosedur administrasi yang berlaku; 
 Sebagai pengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, 
dan pemberhentian pegawai serta menetukan batas ganti rugi 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Direktur Umum PD. Parkir 
Direkrut umum mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan 
dan mengendalikan kegiatan di  bidang administrasi umum, 
keuangan dan kesekretariantan.  
Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
 Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber 




 Mengendalikan  pendapat dar hasil penagihan baik dari tarif 
perparkiran maupun iuran usaha perparkiran; 
 Sebagai pengawas dan mengusahakan penagihan retribusi 
secara intensif dan efektif; 
 Sebagai pengawas penyususnan anggaran belanja/menetapkan 
modal kerja perusahaan meruumuskan dan menetapkan 
kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih baik dan efektif 
bersama dengan direktur lainnya. 
 Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang “up to Date” 
dan menilai laporan keuangan untuk menyusulkan perbaikan 
pada posisi keuangan dan persedian barang kepada Direktur 
Utama. 
 Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran 
dan pengunguman mengenai tata tertib perusahaan daerah dan 
kepegawaian yang dapat memperlancar kegiaan dan 
meningkatkan efisiensi kerja kepada karyawan atas persetujuan 
Direktur Utama. 
4. Direktur Operasional PD. Parkir  
Direktur operasional mempunyai tugas dalam hal 
merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi 
kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.  
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Adapun fungsi dari Direktur operasional PD. Parkir Makassar Raya 
adalah sebagai berikut :  
 Menetapkan kebijakan teknis pngelolaan dan kegiatan operasi 
lebih efisien, efektif dan murah;   
 Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir 
pada unit-unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta;  
 Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi 
pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan 
pembinaan teknik operasional perparkiran  
 Menyusun rencana dan program kerja pelayanan Operasioanl 
Pengelolaan Perparkiran.  
 Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk 
peralatan operasional dan peralatan kerja/alat pelindung diri 
milik Perusahaan Daerah. 
4.1.4. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya  
Susunan organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar 
berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999 
masing-masing terdiri dari :  
a. Badan Pengawas  
b. Direktur Utama  
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c. Direktur Umum 
1. Kabag. Umum  
- Kasie. Administrasi dan Kepegawaian  
- Kasie. Perlengkapan  
- Kasie. Humas   
2. Kabag. Keuangan 
- Kasie. Anggaran  
- Kasie. Pembukuan  
- Kasie. Kasir  
d. Direktur Operasional  
1. Kabag. Produksi  
- Kasie. Penetapan  
- Kasie. Penagihan  
- Kasie. Peralatan  
2. Kabag. Pengelolaan  
- Kasie. Pendataan  
- Kasie. Peralataran Umum  
- Kasie. Insidentil  
Struktur organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar 
berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999 dapat 
dilihat pada bagan dihalaman lampiran. 
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4.1.5. Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya  
Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi 
fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah 
manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, 
dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu 
mendapat suatu bentuk pembinaan- pembinaan, seperti pelatihan 
kerja dan sebagainya. Efektif tidaknya suatu organisasi tetap 
tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan 
pengelolaan retribusi parkir yang ada dalam kantor tersebut. Kualitas 
dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam 
pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat 
keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya 
sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir  
Makassar Raya Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 
1 Laki-Laki 109 
2 Perempuan 34 
 Jumlah 143 
Sumber :  Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  




Berdasarkan Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian 
besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 108 orang. 
Sedangkan perempuan hanya berjumlah 34 orang. 
 
Tabel 4.3 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya Berdasarkan jumlah Pegawai tetap 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 
1 Laki-laki 34 
2 Perempuan 16 
 Jumlah 50 
Sumber :  Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 15 Maret 2016 
 
Berdasarkan pada tabel 3 diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa jumlah pegawai tetap di PD Parkir Makassar Raya sebanyak 
50 orang yang terdiri dari 34 jumlah laki-laki dan 16 jumlah 
perempuan. Jumlah pegawai tetap juga lebih banyak jumlah laki-laki 
dibandingkan jumlah perempuan . 
 
Tabel 4.4 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya Berdasarkan jumlah Pegawai Kontrak/Honorer 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 
1 Laki-laki 73 
2 Perempuan 18 
 Jumlah 91 
Sumber :  Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  




Berdasarkan pada tabel 3 diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa jumlah pegawai kontrak/honorer di PD Parkir Makassar Raya 
sebanyak 93 orang yang terdiri dari 74 jumlah laki-laki dan 19 jumlah 
perempuan. Jumlah laki-laki mendominasi di bandingkan jumlah 




Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya Berdasarkan Usia Pegawai Tetap 
 
No Usia Jumlah Pegawai 
1 17 – 35 4 
2 36 – 45 28 
3 46  - 63 18 
 Jumlah 50 
Sumber :  Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 16 Maret 2016 
 
Tabel 4.6 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya Berdasarkan Usia Tenaga Honorer/kontrak 
 
No Usia Jumlah Pegawai 
1 17 – 35 39 
2 36 – 45 30 
3 46 – 63 22 
 Jumlah 91 
Sumber :  Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 16 Maret 2015 
 
Pada tabel 5 dan 6 menjelaskan bahwa faktor usia  
berpengaruh terhadap kecepatan/ketangkasan kerja seseorang. Usia 
pegawai lebih dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun akan lebih gesit 
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daripada pegawai yang berusia 46 tahun sampai dengan 63 tahun 
akan bekerja lebih lamban.Baik dilihat dari pegawai tetap maupun 
pegawai kontrak (Honorer). Dengan demikian diharpakn terjalin 
komunikasi dan koordinasi dengan baik sehingga target dan 
perencanaan yang ditetapkan akan tercapai dengan optimal.  
Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang 
keadaan pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya Berdasarkan Golongan 
 
No Pangkat/Status Jumlah Pegawai 
1 Staf 2 
2 Staf Tingkat I 10 
3 Staf Muda 8 
4 Staf Muda Tingkat I 16 
5 Pelaksana 5 
6 Pelaksana Tingkat I 2 
7 Pelaksana Muda 2 
8 Pelaksana Muda Tingkat I 6 
9 Kontrak 79 
10 Honor 13 
 Jumlah 143 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 16 Maret 2016 
 
Pada tabel 7 bahwa golongan pegawai juga berpengaruh pada 
kinerja seseorang sehingga dengan demikian diharapkan dapat terjalin 
dengan baik antara atasan dan bawahan sehingga terjalin koordinasi 
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dan terbina kerjasama yang baik dan target yang telah ditentukan 
sebelumnya dapat tercapai. 
Selanjutnya pada tabel dibawah ini, diuraikan keadaan tingkat 
pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada  Perusahaan Daerah 
Parkir Makassar Raya sebagai berikut : 
Tabel 4.8 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir 
MakassarRaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 
1 S2 _ 
2 S1 56 
3 Diploma 4 
4 SLTA 76 
5 SLTP 6 
6 SD 1 
 Jumlah 143 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 16 Maret 2016 
 
Dari tabel diatas yang ditinjau dari strata pendidikannya, 
pegawai di lingkungan PD Parkir Kota Makassar lebih didominasi 
tenaga lulusan SLTA  sebanyak 76 orang, selebihnya terdiri dari:  56 
orang tenaga lulusan Sarjana S1, sementara 4 orang tenaga lulusan 
Diploma dan 6 orang tenaga lulusan SLTP  dan hanya 1 orang tenaga 
lulusan SD, kemudian blum ada lulusan S2.  
Dari persentase tersebut menggambarkan bahwa latar 
belakang pendidikan yang dimiliki pegawai  pada PD. Parkir Makassar 
Raya  sudah proporsional karena sebagian besar berpendidikan  
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SLTA dan Strata 1 (S1), semakin tinggi pendidikan seseorang akan 
menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan seseorang 
dalam berperilaku, bertindak dalam pelaksanaan tugas  pekerjaan 
yang telah ditentukan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
menunjang pekerjaan seseorang dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 
 
4.2. PENGELOLAAN JASA PARKIR DI KOTA MAKASSAR 
Pengelolaan adalah proses,cara,perbuatan mengelola untuk 
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain 
untuk pencapaian tujuan organisasi. Proses ini merupakan 
serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan  
dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses 
tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut  
George R. Terry  yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan. 
Adapun pengelolaan jasa parkir di Kota Makassar dalam hal ini 
dikelolah oleh PD Parkir Makassar Raya dalam pengelolaannya 
menerapakan fungsi-fungsi manajemen yang bertujuan agar dalam 
melaksanakan tugasnya senangtiasa merujuk pada pencapaian tujuan 
organisasi. PD Parkir Makassar Raya mengelola tiga jenis perparkiran 
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yang terdiri dari Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Langganan Bulanan 
(PLB), Parkir Insidentil dan Parkir Komersil. Secara sempit Parkir Tepi 
Jalan dapat di artikan sebagai parkir yang dilakukan di tepi jalan 
umum, kemudian Parkir Langganan bulanan adalah parkir yang 
dilakukan di setiap wilayah yang tidak menggunakan tepi jalan, adapun 
Isidentil adalah parkir yang diakukan ketika adanya kegiatan-kegiatan 
yang mendadak atau tak terduga dan Parkir Komersil adalah bentuk 
penaghan yang dilakukan di daerah perbatasan terhadap kendaraan-
kendaraan besar. 
Mekanisme  penagihan retribusi parkir ke empat bidang yang 
ditangani oleh PD Parkir Makassar Raya kesemuanya sama yang  
dilakukan oleh petugas penagihan jasa retribusi parkir/kolektor 
terhadap para juru parkir kemudian di setor ke Kasie. Kasir dan 
selanjutnya disetor kepada Kabag.Keuangan PD Parkir Makassar 
Raya. Selanjutnya Kabag keuangan membuat laporan penerimaan 
retribusi parkir kedalam buku pendataan dan dicatat sebagai buku 
penerimaan pada buku kas umum dari hasil retribusi parkir setiap hari 
kemudian laporan tersebut dikelola oleh Kasie.Pendataan setelah itu 
diajukan kepada Dirut Utama PD Parkir Makassar Raya untuk ditanda 
tangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan Kabag. 
Keuangan menjumlahkan dalam buku kas  umum kemudian membuat 
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laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Dirut 
Utama PD Parkir untuk disetujui dan Badan Pengawas, setelah itu 
dibuatkan proposal untuk disetujui oleh Walikota sebagai Pejabat 
Pemerintah Daerah yang menaungi PD Parkir Makassar Raya. 
Berikut penulis mengolah data hasil pengeloaan jasa parkir di 
Kota Makassar di PD Parkir Makassar Raya :  
Tabel 4.9 
Penerimaan Parkir PLB 
No Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 
1 2012 Rp. 1.925.333.000 Rp. 1.988.233.000 103,27 
2 2013 Rp. 2.324.990.832 Rp. 2.274.571.000 97,83 
3 2014 Rp. 2.820.007.644 Rp. 2.429.208.500 86,14 
4 2015 Rp. 3.359.992.092 Rp. 2.489.719.999 72,10 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 02 Februari  2016 
 
Tabel 4.10 
Penerimaan Parkir Tepi Jalan 
No Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 
1 2012 Rp. 5.600.557.500 Rp. 4.130.742.800 73,76 
2 2013 Rp. 5.220.557.500 Rp. 4.437.919.079 85,01 
3 2014 Rp. 5.481.003.000 Rp. 4.497.108.275 82,05 
4 2015 Rp. 6.251.940.000 Rp. 4.627.734.400 74,02 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  




No Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 
1 2012 Rp. 584.990.000 Rp. 761.260.000 130,13 
2 2013 Rp. 1.100.000.000 Rp. 772.660.000 70,24 
3 2014 Rp. 1.248.000.000 Rp. 857.640.000 68,72 
4 2015 Rp. 1.297.920.000 Rp. 796.840.000 61,39 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  





Penerimaan Parkir Insidentil Gedung 
 
No Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 
1 2012 Rp. 60.823.500 Rp. 54.004.500 88,79 
2 2013 Rp. 90.825.000 Rp. 82.122.796 90,42 
3 2014 Rp. 67.698.800 Rp. 18.972.650 28,03 
4 2015 Rp. 66.868.000 Rp. 24.460.000 35,52 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 02 Februari  2016 
 
Tabel 4.13 
Penerimaan Parkir Insiddentil Anjungan/Tepi Jalan Umum 
 
No Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 
1 2012 Rp. 280.861.200 Rp. 238. 809.550 85,03 
2 2013 Rp. 599.999.400 Rp. 243.044.600 40,51 
3 2014 Rp. 102.800.000 Rp. 54.308.250 52.93 
4 2015 Rp. 102.600.000 Rp. 62.389.300 60.81 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 02 Februari  2016 
 
Berdasarkan tabel-tabel di atas, dalam melakukan pengelolaan jasa 
parkir, PD parkir Makassar Raya masih mendapatkan beberapa kendala 
dalam melakukan pemungutan tarif parkir sesuai yang telah ditentukan. 
Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Jasa parkir 
di Kota Makassar  penulis mendeskripsikan sebagai berikut : 
4.2.1. Perencanaan 
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin 
dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahap 
yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan lebih jauh diartikan 
sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu 
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dalam waktu yang tertentu. Dengan demikian prosese perencanaan 
dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji 
berbagai ketidakpastian yang ada, mengatur kemampuan/kapasitas 
kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta 
memilih langkah-langkah untuk mencapainya. 
Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang 
diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam 
pelaksanaan pemungutan tarif parkir di Kota makassar maka perlu 
adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya. Perencanaan memegang peranan penting dalam 
upayapencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. 
Untuk melakukan perencanaan yang baik maka target 
penerimaan yang disusun harus sesuai dengan kondisi yang ada. 
Tolak ukur baiknya sebuah perencanaan dapat dilihat dari besarnya 
target penerimaan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan realisasi 
dilapangan. Adapun tahapan atau proses penentuan target 
penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaranyang 
terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 
PD Parkir Makassar Raya menyusun target penerimaan jasa 
tarif parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis 
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penerimaan khusunya penerimaan tarif parkir. Dengan demikian setiap 
wilayah mendapatkan tarif parkir yang berbeda-beda sesuai dengan 
potensi dan lokasi perparkiran yang ada. Sehingga hal ini berlaku adil 
kepada setiap juru parkir di lokasi perparkiran. 
Adapun PD Parkir Makassar Raya melakukan penambahan dan 
perluasan terhadap areal/kawasan/titik lokasi perparkiran yang ada di 
kota Makassar jika ada lokasi yang potensial untuk dijadikan lokasi 
perparkiran. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan dicapai dalam 
satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi 
penerimaan retribusi parkir tahun lalu dengan menambah presentasi 
yang memungkinkan akan dicapai. 
Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka 
pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya 
telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk 
dicapai dalam tahun anggaran berikutnya. Untuk itu target penerimaan 
yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk 
dilakukan pemungutan. 
Kemudian menurut keterangan Syafrullah, SE selaku Direktur 
Operasional mengemukakan bahwa : 
“Setiap tahun PD Parkir Makassar Raya Menentukan target 
untuk dicapai dengan melihat potensi-potensi yang ada dan 
setiap tahunnya target senangtiasa bertamabah sesuai dengan 
perkembangan kota yang semakin tahun semakin meningkat 
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pula jadi lokasi perparkiran selalu d perluas”. (wawancara 02 
Februari 2016) 
 
Kemudian menurut keterangan Bapak Drs. Ma’mur Said selaku 
Kabag. Pengelolaan bahwa :  
“Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan  
perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan 
parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap 
tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang 
memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami 
untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun 
disetiap kawasan perparkiran, penentuan target pertahun juga 
ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biaya-
biaya tak terduga lainnya”. (Wawancara 10 Februari 2016) 
 
Kemudian Bapak Drs. Ma’mur Said menambahkan bahwa :  
“Persoalan mendasar kami dalam penentuan target 
pertahunnya adalah masih ada kawasan perparkiran yang 
tersebar di bebarapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk 
dalam pendataan di PD Parkir sehingga terjadi perbedaan 
target pertahunnya”.(wawancara 10 Februari 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas yang berkaitan dengan 
target penerimaan hasil tarif parkir pertahunnya ditentukan oleh 
jumlah atau banyaknya kawasan perparkiran. Adapun untuk 
meningkatkan target pertahunnya maka PD Parkir Makassar 
Raya meningkatkan atau menambah jumlah lahan perparkiran 
sehingga jumlah pendapatan dapat meningkat dan target 
dinaikkan. Ditambahnya jumlah perparkiran ini pula sejalan 
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dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin tahun 
semakin meningkat dan dipadati oleh jumlah kendaraan yang 
semakin banyak. Namun jika dilihat dari data Bagian Keuangan 
PD Parkir Makassar Raya seperti yang tertera pada tabel I 
diatas mengalami penurunan setiap tahunnya karena setiap 
target yang yang dinaikkan mulai dari tahun 2012 sampai tahun 
2015 mengalami penurunan dalam realisasinya yang tergambar 
dari seberapa persen ia dapatkan. Hal ini menjadi 
permasalahan yang dialami oleh PD Parkir Makassar Raya. 
Menurut keterangan dari bapak Syafrullah, SE mengemukakan 
bahwa : 
“Kendala yang selama ini dihadapi sehingga target tidak 
tercapai secara maksimal yang berkaitan dengan pendapatan 
adalah para juru parkir biasanya tidak bertanggung jawab 
penuh dengan fajak parkir dari PD Parkir ini, dalam artian setiap 
kolektor mendatangi menagih maka dia biasanya tidak ada di 
lokasi parkir”. (wawancara,10 Februari 2016) 
 
Berdasarkan pemeparan diatas  penulis mengemukakan bahwa 
hal yang mendasari dari tidak tercapainya target yang di targetkan oleh 
PD Parkir Makassar Raya berawal dari para juru parkir yang ada di 
lokasi perparkiran atau digantikan dengan petugas lain sehingga 
kolektor sulit untuk menagihnya. Selain dari itu pula bahwa masih 
banyak lokasi-lokasi yang belum terdaptar secara sah di Kantor PD 
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Parkir Makassar Raya sehingga mengurangi pendapatan yang bias 
diterima. dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama 
dalam bidang Perparkiran.  
PD Parkir perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya 
kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga 
akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai 
sesuai dengan yang telah dianggarkan. Dengan demikian tujuan 
organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang telah di tentukan 
dan yang berkaitan dengan pendapatan akan sesuai dengan target 
yang telah ditentukan pula. Berikut jumlah kawasan perparkiran di 
Kota Makassar 
Tabel 4.14 
Jumlah Wilayah dan Juru Parkir Tepi Jalan 2016 
 
No Wilayah Parkir Jumlah Jukir 
1 Wilayah Satu 78 
2 Wilayah Dua 73 
3 Wilayah Tiga 102 
4 Wilayah Empat 166 
5 Wilayah Lima 105 
6 Wilayah Enam 95 
7 Wilayah Tujuh 109 
8 Wilayah Delapan 67 
9 Wilayah Sembilan 106 
10 Wilayah Sepuluh 75 
11 Wilayah Sebelas 63 
12 Wilayah Duabelas 55 
13 Wilayah Tigabelas 73 
14 Wilayah Empat belas 73 
15 Wilayah Limabelas 76 
16 Wilayah Enambelas 99 
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17 Wilayah Tujuhbelas 116 
18 Wilayah Delapanbelas 110 
19 Wilayah Sembilanbelas 42 
20 Wilayah Duapuluh 28 
 JUMLAH 1711 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Pengelolaan Perusahaan Daerah  




Jumlah Pengawas, Kolektor, Juru Parkir dan Penindak PD Parkir Makassar 
Raya 
 
No Uraian Jumlah 
1 Pengawas Tepi Jalan 16 
2 Kolektor Tepi Jalan 20 
3 Juru Parkir Tepi Jalan  1711 
4 Kolektor PLb 14 
5 Juru Parkir PLB 126 
6 Kolektor Insidentil 7 
7 Juru Parkir Insidentil 50 
8 Kolektor Komersial 10 
9 Petugas Komersial 28 
10 Penindak 6 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Pengelolaan Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, 07 Maret  2016 
 
 Berdasarkan pada tabel 14 dan tabel 15, penulis menyimpulkan 
bahwa jumlah lokasi titk parkir tepi jalan adalah sebanyak 20 wilayah 
yang dibagi berdasarkan jalan yang berdekatan. Adapun jumlah 
kolektor tepi jalan sebanyak 20 orang terdiri dari 1711 juru parkir, 
kolektor PLB sebanyak 14 orang dengan juru parkir sebanyak 126, 
kolektor Insidentil sebanyak 7 orang dengan juru parkir sebanyak 50 
orang dan kolektor Komersial sebanyak 10 orang dengan jumlah 
petugas sebanyak 28 orang. Kemudian adapun jumah penindak 
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sebanyak 6 orang. Adapun PLB tidak mempunyai pengawas 
dikarenakan juru parkir mereka di berika kwitansi perbulannya untuk 
dibayar sesuai dengan isi kwitans tersebut, sedangkan insdentil tidak 
menggunakan pengawas karena sifatnya tiba-tiba kemudian Komersial 
juga tidak menggunakan pengawas karena kolektor tersebut langsung 
mengawasi proses yang berlangsung. 
4.2.2. Pengorganisasian. 
Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen 
dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan 
penyusunan struktur organisaisi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-
sumber dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian 
adalah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah suatu langka 
untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam 
kegiatanyang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu 
ruangan kerja administrasi serta penetapan tugas dan wewenang 
seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka 
untuk mencapai tujuan. 
Pengorganisasian (organizing)  merupakan suatu fungsi 
manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-
orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara 
efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut 
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dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-
pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu 
organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-
anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu 
melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan 
bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu 
departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah 
pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-
kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini 
akan  tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau 
ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. 
Pembagian kerja timbul disebabkan bahwa seseorang 
mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam 
pekerjaan. Oleh karena itu pembagian kerja berarti bahwa kegiatan-
kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan dan 
dikelompokkan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Dengan adanya pembagian kerja dapat menjadikan orang bertambah 
terampil dalam menangani tugasnya, karena tugasnya itu merupakan 
bidang tertentu saja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi 
penyelenggaraan kerja dalam  memberi jaminan terhadap kestabilan, 
kelancaran,dan sistem kerja. Sebaliknya jika pembagian kerja itu 
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dilakukan dengan ceroboh dalam artian tidak menyesuaikan 
kemampuan seseorang dengan bidang pekerjaannya, maka ia akan 
berpengaruh tidak baik bahkan dapat menimbulkan kegagalan dalam 
penyelenggaraan pekerjaannya.  
Menurut keterangan dari bapak Syafrullah, SE selaku Direktur 
Operasional mengemukakan bahwa : 
“Insya Allah semua pegawai yang ada di Kantor PD Parkir Makassar 
Raya telah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-
masing the right man and the pleace dan kedepan jabatan-jabatan 
akan saya seleksi agar dapat sesuai dengan kemampuannya”. 
(wawancara,10 Februari 2016) 
 
Dari pemaparan diatas maka jelas bahwa untuk mencapai 
tujuan organisasi dengan optimal maka pembagian kerja harus sesuai 
dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian akan tercipta 
sebuah tata kelola yang baik pula dan menghasilkan pekerjaan yang 
maksimal. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan seorang 
manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur 
manajemen. Dalam proses pelaksanaan  pemungutan tarif parkir  
maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan 
pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah 
satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas 
pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam 
pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan 
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prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-
unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi 
parkir. 
Dari beberapa unsur manajemen di atas penulis dapat uraikan 
sebagai berikut : 
a. Unsur Manusia 
Sarana utama setiap manajer dalam untuk mencapai tujuan 
organisasi sesuai yang telah ditentukan adalah pada manusianya 
itu sendiri. Dengan cara kerja manusia/pegawai dalam sebuah 
organisasi harus sesuai dengan bidangnya agar tujuan dari 
pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan 
memuaskan. Manajemen organisasi yang baik adaah ketika 
sebuah organisasi mempunyai pegawai yang memadai sesuai 
dengan kebutuhan, tidak lebih dari yang dibutuhkan agar terjadi 
keseimbangan dan tidk pula kurang pegawai yang dapat 
menimbulkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan organisasi.  
Dari keterangan bapak Syafrullah SE, selaku Direktur 
Operasional,mengemukakan bahwa : 
“Adapun jumlah juru parkir yang sampai sekarang terdaftar di 
PD Parkir sekitar 1.650an orang dengan 900 titik perparkiran 
serta terbagi atas 19 wilayah dan setiap wilayah mempunyai 
40-50 titk parkir, kemudian ada sekitar 26 jumlah kolektor 
yang melakukan pemungutan tarif parkir setiap hari”. 
(wawancara,10 Februari 2016) 
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Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tenaga 
kolektor yang melakukan pungutan settiap harinya masih 
mengalami kesusahan dikarenakan jumlah porsenil mereka masih 
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah juru parkir yang 
begi banyak. Dengan demikian pemungutan tarif parkir 
seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. 
Sehingga masi terjadi beberapa kendala dalam pemungutan 
retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak 
tercapainya target yang ditentukan. Hal seperti ini harus menjadi 
perhatian yang serius oleh pihak pengelola yaitu PD Parkir 
Makassar Raya. 
Namum sisi lain setelah penulis melakukan wawancara 
terhadap para juru parkir, mereka mengatakan bahwa selama ini 
proses pemungutan tarif parkir berjalan dengan baik. Dengan 
demikian keganjilan-keganjilan akan terhapuskan sedikit demi 
sedikit sehingga pendapatan akan maksimal. 
Salah satu juru parkir di Jln. Bogenville atas nama Dg. Mile 
mengemukakan bahwa: 
“Setiap harinya para kolektor mendatangi kami untuk 
meminta tagihan pembayaran sesuai dengan potensi wilayah 
perparkiran yang telah ditetapkan dan pengawas juga pula 
setiap hari berkeliling untuk memantau para jukir maupun 




Selain dari nama diatas penulid juga mewawancai salah satu 
juru parkir yang ada di jln. Jendral ahmad Yani atas nama Dg. 
Erang mengemukakan bahwa : 
“setiap hari para kolektor datang dan menagih Rp. 40.000 
perharinya, dan itu wajib untuk di setor baik dalam keadaan 
perparkiran kurang memuaskan ataupun memuaskan dan 
mengenai pengawas biasanya saya lihat 1 kali dalam 3 hari 
berkeliling di sekitaran sini” (wawancara : 01 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa 
para juru parkir melakukan tugasnya serta menyotor setoran 
sesuai dengan yang telah di tetapakan. Para kolektor datang 
setiap harinya untuk menagih sesuai dengan potensi wilayah 
tersebut.  
b. Metode Pelaksanaan 
Dalam melakukan penagihan PD Parkir Makassar Raya 
menugaskan para kolektornya turun kelapangan menagih setiap 
harinya . Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusiparkir 
di Kota Makassar seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafrullah, 
SE selaku Direktur Operasional mengemukakan bahwa : 
“Para juru parkir menagih pembayaran parkir kesetiap 
masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lokasi 
perparkiran kemudian kolektor turun setiap harinya menagih 
pajak parkir ke setiap juru parkir kemudian kolektor menyetor 




Kemudian salah satu juru parkir Dg. Mile di jln Bogenville 
mengemukakan bahwa: 
“sekarang untuk penyetoran hasl tarif parkir sangatlah mudah 
karena para keloktor yang mendatangi secara langsung kami 
para juru parkir, jadi tidak repot lagi untuk menyetor secara 
langsung ke PD Parkir sebagai pengelolah perparkiran di 
kota Makassar”. (wawancara : 02 Maret 2016) 
 
Kemudian lebih lanjut keterangan dari salah satu juru parkir 
di jln. Ahmad Yani, bapak Dg. Erang pun mengemukakan 
pernyataan yang sama dengan di atas bahwa: 
“Metode penyetoran hasil dari tariff parkir berjalan dengan 
baik dan memudahkan karena sekarang para juru parkir 
tingga menunggu kedatangan kolektor untuk menyetor hasil 
tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan”. (wawancara : 
02 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas Dari hasil wawancara diatas 
penulis menyimpulkan bahwa metode pemungutan tarif  parkir 
kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para 
juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini 
dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan 
baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor  PD Parkir 
untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa 
tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilanya dari 
retribusi  parkir.  
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Lebih lanjut penulis mewawancarai salah satu kolektor yang 
ada di PD Parkir Makassar Raya atas nama Bapak Haerul 
mengemukakan bahwa: 
“setiap hari kami para kolektor turun ke wilayah kami masing-
masing melakukan penagihan tarif parkir yang telah kami 
sepakati dengan jukir yang dilihat dari potensi lokasi 
perparkiran tersebut dan dengan adanya sistem seperti ini 
maka para juki parkir hanya mennunggu dilokasi untuk 
didatangi kamu menagih tariff tersebut”. (wawancara : 10 
Maret 2016) 
 
Adapun mengenai pengawasan penulis juga mewawancarai 
salah satu pengawas yang ada di PD Parkir Makassar Raya 
Bapak Budi yang mengemukakan bahwa: 
“Setiap hari saya turun ke lokasi untuk mengawasi para 
kolektor dan juru parkir untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan yang dilakukan oleh mereka”. (wawancara : 10 
Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa para kolektor dan pengawas setiap harinya turun untuk 
melakukan tugasnya masing-masing agar penerimaan target 
pertahunnya dapat tercapai serta pengelolaan berjalan dengan 
optimal. 
Dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dalam 
pemungutan retribusi parkir sehingga semua hasil dari 
pemungutan retribusi parkir masuk ke kas PD Parkir yang 
63 
 
kemudian PD Parkir akan menyerahkan ke daerah yakni Dispenda 
sebagai kantor yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. Dengan 
sistem ini maka pelayanan perparkiran di Kota Makassar dapat 
terkendali dan terlaksana dengan baik. Sebuah pengelolaan akan 
berjalan dengan baik jika mekanisme yang dijalankan sesuai 
dengan apa yang telah di tetapkan.  
c. Standar Kerja 
Untuk mencapai pelayanan yang maksimal hingga 
terwujudnya pendapatan yang maksimal pula maka PD Parkir 
Makassar Raya menetapakan sebuah standar kerja sehingga 
pencapaian target dapat tercapai. Menurut bapak Syafrullah, SE 
selaku Direktur Operasional mengemukakan bahwa: 
“Mengenai standar kerja yang kami berikan berdasaran pada 
kemampuan kerja setiap pegawai yang ada dengan 
menempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian 
masing-masing”. (wawancara : 02 Maret 2016) 
 
Kemudian menurut Bapak Drs. Ma’mur Said Selaku Kabag. 
Pengelolaan mengemukakan bahwa: 
“mengenai standar kerja yang kami lakukan itu berpatokan 
pada SOP PD Parkir Makassar Raya yang didalmanya sudah 
jelas apa-apa yang akan dilakukan”. (wawancara : 10 Maret 
2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa 
dengan adanya standar kerja yang diberikan kepada setiap 
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pegawai dalam hal ini sesuai dengan kemampuanya maka 
pelayanan akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga 
kedepannya target yang telah ditetapkan akan tercapai.  
Kemampuan (keterampilan) kerja merupakan 
kemampuan,pengetahuan dan pengawasan pegawai atas tehnis 
pelaksanaan tugas yang diberikan. PD Parkir Makassar Raya 
setiap tahunnya mempunyai target pendapatan dan untuk 
mencapai hal tersebut harus didukung beberapa factor salah 
satunya adalah kinerja dari pegawainya dalam mencapai 
produktivitas yang telah ditetapakan oleh perusahaan. Kinerja 
seorang karyawan pula di pengaruhi oleh beberapa variabel 
dimana salah satunya adalah motivasi dan kemampuan. 
Peningkatan kemampuan kerja, produktivitas dan keefektifan 
organisasi merupakan usaha yang sulit karena memerlukan 
kerjasama antara manajemen,pegawai dan perusahaan. Jika 
semua hasil di perkuat dan dihargai mereka akan ikhlas 
melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya secara 
berulang. 
Adapun untuk memaksimalkan pendapatan hingga dapat 
mencapai target dengan optimal maka dibuat standar kerja untuk 
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para kolektor dalam memungut retribusi parkir di Kota Makassar. 
Hal ini dikemukakan oleh Bapak Amirullah, S.Ag bahwa: 
“setiap kolektor tepi jalan wajib melakukan penagihan setiap 
hari, dimana biasanya setelah apel pagi jam 09:00 WITA 
telah mulai turun melakukan penagihan sampai sore dan 
bahkan juga ada wilayah seperti Nusantara yang ditagih 
sekitar JAM 02:00 malam. Setelah itu wajib para kolektor 
untuk menyetor hasilnya ke PD Parkir ke esokan harinya. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Kemudian penulis mengkonfirmasi kepada salah seorang 
kolektor Bapak Haerul mengemukakan bahwa: 
“kami para kolektor melakukan penagihan setiap hari, 
adapun waktu penagihan jika di waktu siang sekitaran jam 
02:30 WITA namun waktu untuk melakukan penagihan 
biasanya tergantung kesepakatan bersama dengan juru 
parkir.(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
untuk memaksimalkan pendapatan maka para kolektor bertudas 
setiap harinya untuk melakukan penagihan. Adapun waktu 
penagihan itu tergantung kesepakatan bersama antara kolektor 
dan juru parkir. Dengan sistematika seperti ini maka pungutan 
retribusi parkir di Kota Makassar akan menimalisir kesalahan-







d. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan hal sangat penting dalam 
keberlangsunan organisasi. Sarana adalah segala sesuatu yang 
dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 
Sedangkang prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 
penungjang utama terselenggaranya suatu proses pelaksaan 
kegiatan. 
Kemudian menurut keterangan Drs. Riyanto Muliyono  selaku 
Kasie perlengkapan mengemukakan bahwa : 
“Adapun sarana dan prasarana di PD Parkir ini masih sangat 
terbatas apa lagi yang berkaitan dengan ruangan-ruagan 
yang ada di kantor ini, semuanya terlihat sempit dan tidak 
kondusif lagi akan tetapi kami selalu berusaha 
memaksimalkan tugas dan tanggung jawab kami”. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Kemudian pula menurut keterangan Syafrullah, SE selaku 
Direktur Operasional mengemukakan bahwa : 
“Sarana dan prasarana yang ada di PD Parkir ini masih 
kurang bahkan persolan kantor saja yang sudah tidak 
mendukung lagi dengan melihat jumlah pegawai yang ada, 
adapun disini belum ada kendaraan dinas yang diberikan 
kepada kolektor maupun pengawas sehingga mereka 
menggunakan motor masing-masing”. (wawancara : 10 Maret 
2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
sarana dan prasarana sangat mempengaruhi efektifitas dan 
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efesiensi dalam melakukan pengelolaan perparkiran.  Sehubungan 
dengan itu sarana dan prasaran di PD parkir masih belum 
memadai terutama pada kantornya itu sendiri, dimana kantor 
tersebut masih kecil hingga kurang memuat lemari yang 
menyebabkan persuratan ataupun berkas-berkas yang ada di 
kantor tersebut tidak muat dengan demikian banyak kertas-kertas 
yang hanya di taruh bertumpuk di atas meja. Adapun mengenai 
dengan kendaraan dinas juga belum ada di PD Parkir Makassar 
Raya yang menyebabkan para kolektor dan pengawas sampai 
saat ini menggunakan kendaraan pribadi masing-masing dalam 
menjalankan tugasnya. 
Dari keterangan Bapak Haerul salah satu Kolektor yang ada 
di PD Parkir Makassar Raya mengemukakan bahwa: 
“Selama ini saya dan para kolekor lainnya tidak 
menggunakan kendaraan dinas disebabkan belum 
tersedianya kendaraan tersebut. Kami selama ini 
menggunakan motor pribadi masing-masing untuk turun ke 
juru parkir unuk menagih setoran yang telah ditentukan”. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Kemudian hal serupa ditambahkan oleh bapak Budi selaku 
Pengawas di PD Parkir Makassar Raya mengemukakan bahwa: 
“Memang benar belum ada kendaraan dinas yang di 
sediakan oleh oleh PD Parkir ketika kami para pengawas 
turun kelapangan, kami hanya mnggunakan kendaran pribadi 
kami masing-masing”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
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Lebih lanjut Bapak Drs. Ma’mur Daid selaku Kabag. 
Pengelolaan mengemukakan bahwa: 
 “Selama ini kolektor dan pengawas menggunakan kendraan 
pribadi masing-masing akan tetapi biaya operasionalnya 
kami yang tanggung seperti bensin dan oli tapi mungkin 
dalam waktu dekat ini ada wacana dereksi baru memberikan 
kendaraan kepada kolektor dan pengawas ( motor dinas )”. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas  penulis menyimpulkan bahwa 
para kolekkor maupun pengawas dalam menjalankan tugasnya di 
Kota Makassar, sarana dan prasaran sangat mempengaruhi 
pelaksanaan tugas tersebut sehingga dapat berjalan optimal. 
Kendaraan merupakan faktor utama yang paling dibutuhkan dalam 
melakukan pemungutan ataupun pengawasa karena akan 
berkeliling ke setiap wilayah yang telah ditentukan. Walaupun 
selama ini masih para kolektor dan pengawas menggunakan 
kendaraan masing-masing akan tetapi kedepannya ada wacana 
untuk diberi kendaraan dinas untuk dipakai beroperasi di wilayah 
masing-masing. 
Hal serupa pula dikatakan oleh Bapak Amirullah, S.Ag selaku 
Kasie Penagihan mengemukanan bahwa: 
“jika persoalan sarana dan prasarana disini cukup namun 
masih ada beberapa bagian yang perlu ditambah seperti 
sarana internet, computer sehingga dapat melancarkan 
pengelolaan tarif parkir. (wawancara : 10 Maret 2016) 
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Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
sarana dan prasarana seperti koneksi internet dan komputer 
memang sangat diperlukan oleh kantor sebagai penujang bagi 
para pegawai untuk melakukan tugasnya masing-masing. 
4.2.3. Penggerakan  
Penggerakan atau  actuating  adalah suatu tindakan untuk 
mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk 
mencapai sasaran sesuai dengan  perencanaan manajerial dan 
usaha-usaha organisasi. Jadi  actuating  artinya adalah menggerakkan 
orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh 
kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang 
dikehendaki secara efektif.  Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 
kepemimpinan. Secara sederhana, penggerakan dapat diartikan 
sebagai usaha untuk menggerakkan. Fungsi penggerakan di ibaratkan 
seperti motor pada sebuah mesin, sehingga fungsi penggerakan akan 
menggerakkan mesin-mesin agar biasa bekerja sesuai tugasnya 
masing-masing.  Jad dapat disimpulkan bahwa penggerakan 
merupakan kegiatan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam 
sebuah organisasi agar mau bergerak dan bekerja untuk mencapai 
visi- misi dan tujuan organisasi. 
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Dalam sebuah organisasi terdapat pelaksanaan setelah suatu 
perencanaan dan pembentukan organisasi. Pelaksanaan atau biasa 
disebut pengarahan yaitu mengarahkan semua personal agar mau 
bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai suatu tujuan 
organisasi. Dengan demikian penggerakan yang terjadi dalam 
organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun bentuk 
penggerakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota 
Makassar sesuai dengan keterangan direktur Operasional Syaifullah, 
SE  yang mengatakan bahwa :  
“Setiap bulan kami melakukan pengawan turun langsung ke 
titik-titik parkir yang ada untuk member arahan kepada para juru 
parkir tentang aturan-aturan yang harus dilakukan, selain itu 
pula kami memiliki pengawas yang memang langsung bertugas 
setiap hari untuk mengawasi kondisi yang ada di lapangan dan 
dari pengawas juga kami dapat tahu permasalahan-
permasalahan yang dihadapi di lapangan”.(wawancara : 02 
Maret 2016) 
 
Selain melakukan pengawasan serta memberi pengarahan PD 
Parkir Makassar Raya pula senantiasa memperbanyak titik-titik parkir 
yang ada. Hal ini sesuai dengan keterangan bapak Nursalim, SE 
selaku Kasie Pelataran Umum mengemukakan bahwa: 
“setiap saat kami selalu mencari titik-titik parkir baru melalui 
pengawas kami karena pengawas itu tidak hanya bertugas 
untuk melakukan pengawasan tetapi juga mempunyai tugas 
untuk mencari potensi parkir baru sehingga para pengawas ini 
berkerja siang dan malam dan kemudian jika mendapat titik 
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potensi parkir baru maka dia kemudian melaorkan ke PD Parkir 
sehingga dapat di daftar kemudian turun ke lokasi untuk data 
setelah itu bkita lihat  potensi pendapatannya kemudian 
menentukan kelayakan yang harus di stor dari titik parkir baru 
tersebut, kemudian kami resmikan”.(wawancara : 10 Maret 
2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa dalam penggerakannya PD Parkir Makassar Raya setiap hari 
melalui pengawas  turun langsung ke titik-titik parkir yang ada di Kota 
Makassar untuk melakukan pengawasan secara langsung sehingga 
hubungan antar atasan dan bawahan berjalan dengan baik. Kemudian 
selain melakukan pengawasan secara langsung pihak dari PD Parkir 
Makassar Raya juga memberi arahan kepada para juru parkir agar 
selalu tertib dalam menjalankan tugasnya dan taat akan semua aturan-
aturan yang telah disepakati bersama.  
PD Parkir Makassar Raya pula selalu mencari titik-titik parkir 
baru yang berpotensi untuk dijadikan lahan perparkiran untuk 
menambah hal dari tarif parkir sehingga target pendapatan dapat 
tercapai secara maksimal. dengan bertambahnya lahan parkir untuk di 
data maka potensi dari parkir liarpun akan berkurang karena parkir-
parkir liar dapat menyebabkan kerugian dalam hal pendapatan. Hal ini 
dikemukakan oleh Bapak Nursalim,SE selaku Kasie Pelataran Umum 
mengemukakan bahwa : 
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“setiap ada lokasi perparkiran yang didapat oleh pengawas 
yang belum terdaptar di PD Parkir maka loksi tersebut akan 
didaftarkan beserta juru parkir yang ada disana sehingga yang 
dulunya berstatus sebagai juru parkir liar maka akan diresmikan 
oelh PD Parkir, jadi hal ini menguntungkan kedua belah pihak 
dimana PD Parkir bertambah amunisi pendapatannya 
sedangkan juru parkir liar ini bias berstatus resmi”.(wawancara : 
10 Maret 2016) 
 
Kemudian hal ini di tambahkan oleh Bapak Syafrullah,SE selaku 
Direktur Operasional mengemukakan bahwa: 
“Mengenai Juru parkir liar yang kami dapat dilapangan, kami 
sesegera mungkin mendaftarkannya di PD Parkir ini. Adapun 
jika yang bersangkutan tidak mau maka kami akan menggatinya 
dengan juru parkir baru. Akan tetapi selama ini mereka para 
juru parkir liar mau menerima untuk di daftar di PD Parkir 
Makassar Raya kemudian menyetor kelayakan pembayaran 
yang telah disepakati bersama antara PD Parkir dan Jukir 
tersebut”. (wawancara : 02 Maret 2016) 
 
Kemudian pula Bapak Drs. Ma’mur Said selaku Kabag. 
Pengelolaan mengemukakan bahwa: 
“Bila ada Juru parkir liar yang kami dapati maka akan kami 
legalkan dengan mendaftarkannya di PD Parkir Makassar Raya 
sehingga tidak lagi bersifat illegal yang dapat mengurangi 
jumlah retribusi daerah”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
 Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa jika para pengawas mendapatkan juru parkir yang belum 
terdaftar di PD Parkir Makassar Raya maka pengawas tersebut 
kemudian memintanya untuk mendaftar sehingga dia menjadi Jukir 
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yang resmi dan tidak melanggar aturan yang ada. Dengan 
menjadikannya resmi maka pendapatan PD Parkir akan bertambah 
pula, kemudian juru parkir liar pun akan berkurang sedikit demi sedikit.  
Suatu target pendapatan pertahun akan tercapai jika ada upaya dari 
PD Parkir Makassar Raya untuk meningkatkan kawasan perparkiran 
yang ada di kota Makassar. 
Selain dari bentuk pergerakan di atas, PD Parkir Makassar 
Raya juga membentuk penindak yang fungsinya menindaki setiap 
gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
lapangan. Berdasarkan keterangan bapak Hamza selaku Penindak di 
PD Parkir Makassar Raya mengemukakan bahwa: 
 “PD Parkir Makassar Raya telah membuat tim penindak yang 
bertugas untuk menindaki juru parkir di lapangan jika terjadi 
suatu masalah yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh 
pengawas, maka penindaklah yang akan turun tangan dalam 
menangani hal ini. Penindak juga turun tidak sendirian akan 
tetapi tetap di temani dari pihak kepolisian,satpol pp ataupun 
tentara sebagai bentuk kerjasama dalam melakukan 
penyelesaian permasalahan. Kemudian untuk menyelesaikan 
sebuah pemasalahan maka kami akan membawanya ke kantor 
dan menyerahkannya ke direksi”. 
 
Hal serupa juga di kemukakan oleh bapak Dahlan selaku 
Penindak di PD Parkir Makassar Raya menjelaskan bahwa: 
 “Jika kami mendapat informasi dari pengawas tentang adanya 
suatu masalah bawah maka kami akan memprosesnya sesuai 
dengan prosedur yang ada. Kami juga akan melihat apakah ini 
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dari juru parkir resmi ataukah jukir liar. Kadang ada jukir liar 
juga yang di backingi oleh preman atau juga ada dari tentara 
dengan melihat hal ini kami bekerjasama dengan tentara,polisi 
dan akan kami panggil untuk melakukan penindakan sesuai 
dengan siapa yang membackingi jukir tersebut. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis 
menyimpulkan bahwa PD Parkir Makassar Raya membentuk tim 
penindak yang khusus menindaki dan menyelesaikan setiap masalah 
yang terjadi pada juru parkir. Penyelesaian masalah ini dilakukan 
bersama pihak kepolisian,satpol pp dan tentara karena sebelumnya 
telah melakukan kerjasama. Adapun jukir yang bermasalah akan 
dibawa langsung ke kantor kemudian di serahkan kepada direksi untuk 
tindak lanjutannya. Penindak akan turun tangan jika memang ada 
sebuah masalah yang tidak dapat ditangani oleh pengawas, maka 
pengawas akan melaporkan permasalahan tersebut ke penindak. 
Bentuk penggerakan yang lain juga bisa dilihat dari asuransi 
yang diberikan kepada  para juru parkir yang resmi terdaftar di PD 
Parkir Makassar Raya. PD Parkir memberikan asuransi kepada para 
juru parkir demi peningkatan kesejahtraan. Bapak Drs. Rianto 
Muliyona  selaku selaku Kasie Perlengkapan menegaskan bahwa : 
“Semua juru parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya 
ini telah kami asuransikan sehingga para jru parkir dapat 
melakukan tugasnya dengan nyaman dan merasa di hargai 
oleh pihak kami. Dengan adanya program asuransi ini maka 
para juru parkir memiliki semangat yang besar dalam 
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menjalankan tugasnya serta tidak melakukan penyimpangan-
penyimpangan yang dapat merugikan PD parkir Makassar 
Raya” (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Selain itu Bapak Riyanto menambahkan bahwa: 
”PD Parkir Makassar Raya melakukan kerja sama dengan pihak 
asuransi INHEL yang menangani masalah kecelakaan dan 
kematian, hal ini dilakukan agar para juru parkir dapat merasa 
aman jika sedang melakukan pekerjaannya. Apa lagi persoalan 
perparkiran juga mempunyai resiko tinggi dalam hal 
kecelakaan”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa 
selain bentuk pergerakan pada pengawasan dan pengarahan PD 
Parkir Makassar Raya juga mengasuransikan setiap juru parkir resmi 
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mereka dapat fokus dan tetap 
semangat dalam mengurus lokasi yang telah ditetakan masing-
masing. PD Pakir memberikan asuransi kepada para Juru Parkir untuk 
meningkatkan kesehatraan para juru parkir dan hal ini pula dapat 
memicu semangat kerja para juru parkir untuk mencapai target yang 
telah ditentukan sebelumnya 
4.2.4. Pengawasan  
Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa 
semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan sebelumnya. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan 
memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir 
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ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan 
merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk 
mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai 
dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka 
ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan 
pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 
penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai.melalui pengawasan 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu 
aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi 
mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 
Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 
dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan kerja tersebut. 
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana 
terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menentukan penyebab 
ketidak cocokan yang muncul. Dalam konteks membangun konteks 
pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kekola 
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pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek yang 
pentinguntuk menjaga fungsi pemerintahan nerjalan sebagaimana 
mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya 
dengan penerapan good governance itu sendiri.  
Demikian halnya dalam pemungutan tarif  parkir di Kota 
Makassar yang dilakukan oleh pemerintah Daerah senangtiasa 
menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin 
saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di kota makassar 
tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam 
mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas 
yang melaksanakan pemungutan tarif parkir di Kota Makassar.  
Dalam pelaksanaan perparkiran di Kota Makassar, PD Parkir 
Makassar Raya senangtiasa menekankan peningkatan pendapatan 
setiap tahunnya melalui penaikan target pendapatan serta dibarengi 
dengan penambahan jumlah lokasi perparkiran di sejumlah wilayah 
yang ada. Untuk memaksimalkan pendapatannya serta tidak terjadi 
penyimpagan-penyimpangan yang dapat membuat target tidak 
tercapai maka PD Parkir Makassar Raya melakukan pengawasan. Hal 




“Untuk memaksimalkan target yang telah ditentukan maka kami 
melakukan pengawan dengan dua cara yaitu pengawan 
langsung dan pengawasan tidak langsung, maka dari itu kami 
senangtiasa berusaha untuk memaksimalkan pengawasan 
disetiap wilayah sehingga apa yang ingin dicapai berjalan 
dengan baik”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Kemudian hal senada di kemukakan oleh bapak Drs. Riyanto 
Muliyono menjelaskan bahwa: 
“Pengawasan yang berjalan selama ini dilakukan dengan 
langsung dan tidak langsung, dimana yang secara langsung 
adalah yang dilakukan oleh para pengawas dan tidak langsung 
kami lihat dari data-data di lapangan serta laporan-laporan yang 
masuk baik dari kolektor,pengawas maupun masyarakat”. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan maka PD Parkir 
Makassar Raya melakukan dua metode pengawasan yaitu pengawan 
lansung dan tidak langsung mana pengawan langsung dilakukan oleh 
persenil kami yang tiap harinya turun kewilayah-wilayah melihat 
kondisi yang ada, sedangkan pengawasan tidak langsung berasal dari 
data-data ,laporan pendapatan, kondisi lapangan serta informasi dari 
masyarakat. 
Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap para juru 
parkir,kolektor dan pengawas itu sendiri maka PD Parkir pula 
melakukan pengawasan berlapis. Hal ini di kemukakan oleh Bapak 
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Drs. Ma’mur Said selaku Kabag. Pengelolaan yang menjelaskan 
bahwa: 
“Sistem pengawasan yang kami jalankan saat ini adalah sistem 
pengawasan berlapis yaitu pengawas diawasi, kolektor diawasi, 
jukir diawasi yang berbeda-beda yang saling tidak mengetahui 
siapa mengawasi siapa sehingga dengan demikian 
pengawasan akan berjalan dengan optimal”. (wawancara : 10 
Maret 2016) 
 
Selanjutnya untuk memaksimalkan pengawasan pula maka 
setiap wilayah memiliki satu pengawas yang bertugas mengawas di 
wilayahnya, bapak Nursalim,SE selaku Kasie Pelataran Umum 
mengemukakan bahwa: 
“Pengawasan dilakukan di seluruh Kota Makassar yang terbagi 
atas 20 wilayah perparkiran serta 1.650 titik parkir di seluruh 
Kota Makassar, satu titik satu juru parkir dan wilayah dibagi 
berdasarkan jalan di setiap kecamatan. Setiap wilayah 
mempunyai satu kolektor dan satu pengawas yang berfungsi 
untuk menagih serta mengawasi para jukir yang ada, namun 
masih ada kolektor dan pengawas yang merangkap dua 
wilayah”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
Kemudian Bapak Syafrullah,SE mengemukakan bahwa : 
“setiap wilayah memiliki satu kolektor dan satu pengawas 
namun sampai saat ini masih ada pengawas yang merangkap 
kerja di dua ataupun tiga wilayah yang disebabkan oleh jumlah 
personil yang belum cukup”.(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
untuk berjalannya suatu pengawan yang baik maka PD Parkir 
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melaksanakan suatu mekanisme yang dapat mengoptimalkan 
pengawasan yaitu dengan pengawsan berlapis. Pengawasan seperti 
ini sangat baik karena akan meningkatkan kinerja setiap pegawai 
dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara seperti ini pula maka 
setiap pegawai baik dari pengawas,kolektor dan juru parkir 
senangtiasa akan giat dalam bekerja karena ada rasa takut jika 
mereka melakukan penyimpangan serta tidak dapat lagi bernegosisasi 
satu sama lain untuk meraup keuntungan sendiri. 
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan memerlukan pengaeasan agar perencanaan yang telah 
disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat 
penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan 
mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam 
organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahan kemudian 
menghukumnya tetapi mendidik dan membimbingnya. 
Kesalahan-kesalahan kecil umumnya tidak menimbulkan 
kerusakan serius pada kinerja organisasi. Namun dari waktu ke waktu, 
kesalahan-kesalahan kecil dapat terakumulasi dan berdampak serius. 
Oleh karena itu pengawasan diperlukan untuk menghindari kesalahan-
kesalahan yang dapat berulang-ulang. Dengan adanya pengawasan, 
81 
 
manajer dapat melihat penyebab terjadinya kesalahan dan dapat 
mengambil keputusan untik bekerja lebih cermat. 
Tujuan PD Parkir Makassar Raya dapat tercapai jika fungsi 
pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-
penyimpangan sehinggah lebih bersifat mencegah. Dibandingkan 
dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadi 
penyimpangan. Maka pengawasan adalah menjaga hasl pelaksanaan 
sesuai dengan rencana. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa meski pengawasan 
dilakukan setiap kali masih ada saja penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi. Oleh sebab itu PD Paarkir 
Makassar Raya menerapkan sanksi bagi yang melanggar atau 
yang melakukan penyimpangan berulang-ulang kali. Menurut 
keterangan Bapak Amirullah, S.Ag selaku Kasie Penagihan 
mengemukakan bahwa: 
“Untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
dilapangan terutama terhadapa juru parkir maka telah ada 
ketentuan yang mengatur yang harus diterima oleh para juru 
parkir tersebut, begitu pula dengan para kolektor maupun 
pengawas”.  (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa: 
 “Bila ada juru parkir yang malas tiga kali berturut-turut tidak 
melakukan penyetoran maka akan mendapatkan sangsi 
pemecatan karena kita tidak bias main-main dengan retribusi 
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daerah karena akan dipertanggungjawabkan ke pemerintah 
kota. Kemudian hal lain pula biasa terjadi jika seorang kolektor 
mendatangi sebentar lagi mendatanginya maka jukir 
menghilang dulu jadi pas kolektor tiba dilokasi jukirnya tidak ada 
maka keesokan harinya jika ada laporan masuk maka jukir 
tersebut harus membayar 2 kali lipat yaitu setoran kemarin dan 
setoran hari ini harus dibayar dan ini berupa denda terhadap 
jukir kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang telah 
dilaporkan”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Selanjutnya Bapak Bapak Drs. Ma’mur Said Selaku Kabag. 
Pengelolaan menambahkan bahwa: 
“setiap penyimpangan yang dilakukan oleh para jukir kami akan 
beri teguran yang bertahap. Mulai dari teguran pertama jika 
melanggar dan teguran kedua jika melanggar lagi dan teguran 
ke tiga jika melakukan pelanggaran lagi dan setelah tahap 
teguran itu masih di abaikan maka kami akan cabut legilitasnya 
dan mengganti dengan yang lain”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Selanjutnya adapun keterangan dari Bapak Nursalim, SE selaku 
Kasie Pelataran Umum mengemukakan bahwa: 
“Jika ada juru parkir yang melakukan pelanggaran maka kami 
akan menegurnya dan mengarahkannya secara langsung dan 
kemudian jika masih mengulanginya maka kami tegur dengan 
tertulis yaitu SP 1, SP 2, SP 3 dan jika masih belum berhenti 
melakukan kesalahan maka kami akan pecat dia. Akan tetapi 
selama ini yang terjadi dilapangan jika hanya sampai pada SP 1 
saja dan kemudian mereka takut lagi untuk mengulangi 
kesalahan-kesalahan tersebut”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa PD 
Parkir Makassar raya tidak hanya mengandalkan sebuah pengawasan 
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terhadap para pegawai/karyawan yang terkait akan tetapi juga akan 
memberi sangsi kepada mereka yang melakukan penyimpangan-
penyimpangan sehingga dengan demikian pengelolaan ini dapat 
berjalan optimal dan jauh dari penyimpangan yang dilakukan oleh para 
pegawai/karyawan yang terkait. Melalui peringatan lisan hingga tulisan 
akan membuat para juru parkir lebih disiplin dalam menjalankan 
tugasnya. 
Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan maka PD Parkir 
Makassar Raya turut meminta kerjasama kepada masyarakat untuk 
melaporkan segala sesuatu yang terjadi dilapangan jika ada yang tidak 
sesuai dengan aturan yang berlaku karena masyarakatlah yang secara 
langsung mengetahui tingkahlaku para jukir. Adapun keterangan 
menurut bapak Rahman selaku pengguna jasa parkir di Kota 
Makassar menerangkan bahwa: 
“Biasanya para juru parkir tidak memberikan karcis kepada saya 
dan meminta uang jasa sebesar Rp. 2000 dan kadangpula saya 
beri Rp. 1000 namun mereka meminta Rp. 2000 jadi saya 
tambahkan lagi sesuai permintaannya”. 
 
Selanjutnya ibu Rahma selaku masyarakat pengguna jasa 
parkir menjelaskan bahwa: 
 
“Para juru parkir dimanapun saya parkir tidak pernah memberi 
karcis jadi saya tidak tahu berapa kelayakan pembayaran 
sebenarnya. Setiap saya parkir kendaraan motor maka saya 




Berdasarkan beberapa masyarakat yang telah di wawancarai 
oleh penulis maka menyimpulkan bahwa para juru parkir tidak disiplin 
dalam melakukan penagihan terhadap para pengguna layanan parkir 
tersebut. Sudah jelas bahwa karcis harus diberikan kepada pengguna 
namun mereka enggan untuk memberikakannya lantas kemudian 
meminta lebih dari aturan yang ada, dimana kendaraan mobil 
dikenakan biaya Rp.1000 dan mobi Rp. 2000. Dengan demikian jelas 
bahwa pengawasan belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan 
yang ada. 
Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan 
untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi 
parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan 
terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan 
meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran 
serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai 
pengelolaan jasa parkir di Kota Makassar sesuai dengan rumusan 
masalah pertama maka dapat di simpulkan bahwa PD Parkir Makassar 
Raya terus melakukan perbaikan akan pengelolaan jasa parkir 
tersebut mulai dari pegawai,pengawas,kolektor dan juru parkir 
tersebut. Pengelolaan ini adalah proses,cara,perbuatan mengelola 
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untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 
orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Proses ini merupakan 
serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan  
dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses 
tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari  manajemen menurut  
George R. Terry  yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan. Berdasarkan teori tersebut penulis 
mengurai dalam penelitiannya terkait dengan pengelolaan jasa parkir 
di kota Makassar yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan 
1) Dalam perencanaan PD Parkir Makassar Raya menyusun 
target penerimaan jasa tarif parkir dengan cara 
memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khusunya 
penerimaan tarif parkir. Dengan demikian setiap wilayah 
mendapatkan tarif parkir yang berbeda-beda sesuai dengan 
potensi dan lokasi perparkiran yang ada. Sehingga hal ini 
berlaku adil kepada setiap juru parkir di lokasi 
perparkiran.Adapun PD Parkir Makassar Raya melakukan 
penambahan dan perluasan terhadap areal/kawasan/titik 
lokasi perparkiran yang ada di kota Makassar jika ada lokasi 
yang potensial untuk dijadikan lokasi perparkiran. Berkaitan 
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dengan target penerimaan hasil tarif parkir pertahunnya 
ditentukan oleh jumlah atau banyaknya kawasan perparkiran. 
Adapun untuk meningkatkan target pertahunnya maka PD 
Parkir Makassar Raya meningkatkan atau menambah jumlah 
lahan perparkiran sehingga jumlah pendapatan dapat 
meningkat dan target dinaikkan. Ditambahnya jumlah 
perparkiran ini pula sejalan dengan perkembangan Kota 
Makassar yang semakin tahun semakin meningkat dan 
dipadati oleh jumlah kendaraan yang semakin banyak.  
2) Dari segi pengorganisasian maka jelas bahwa tujuan dari 
fungsi ini adalah untuk  mencapai tujuan  mengoptimalkan 
pembagian kerja setiap pegawai yang terkkait sehingga sesuai 
dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian akan 
tercipta sebuah tata kelola yang baik pula dan menghasilkan 
pekerjaan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Seorang manajer membutuhkan sarana 
manajemen yang disebut dengan unsur manajemen. PD Parkir 
Makassar Raya telah berupaya dalam mengoptimalakan unsur 
manusia, pelaksanaan kegiatan, menyusun standar kerja yang 
baik dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 
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dengan demikian dapat terwujud suatu pekerjaan yang efektif 
dan efisien. 
3) Adapun dari segi penggerakan PD Parkir Makassar raya 
selama ini setiap hari melalui pengawas  turun langsung ke 
titik-titik parkir yang ada di Kota Makassar untuk melakukan 
pengawasan secara langsung sehingga hubungan antar 
atasan dan bawahan berjalan dengan baik. Kemudian selain 
melakukan pengawasan secara langsung pihak dari PD Parkir 
Makassar Raya juga memberi arahan kepada para juru parkir 
agar selalu tertib dalam menjalankan tugasnya dan taat akan 
semua aturan-aturan yang telah disepakati bersama. PD 
Parkir Makassar Raya pula selalu mencari titik-titik parkir baru 
yang berpotensi untuk dijadikan lahan perparkiran untuk 
menambah hal dari tarif parkir sehingga target pendapatan 
dapat tercapai secara maksimal. pergerakan lainnya juga 
dilakukan melalui asuransi terhadap semua juru parkir resmi 
yang merupakan bentuk kepedulian terhadap para jukir dalam 
melaksanakan tugasnya. 
4) Terakhir dalam hal pengawasan PD Parkir melaksanakan 
suatu mekanisme yang dapat mengoptimalkan pengawasan 
yaitu dengan pengawsan berlapis. Pengawasan seperti ini 
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sangat baik karena akan meningkatkan kinerja setiap pegawai 
dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara seperti ini pula 
maka setiap pegawai baik dari pengawas,kolektor dan juru 
parkir senangtiasa akan giat dalam bekerja karena ada rasa 
takut jika mereka melakukan penyimpangan serta tidak dapat 
lagi bernegosisasi satu sama lain untuk meraup keuntungan 
sendiri. 
Dalam pelaksanaan ke empat unsur di atas, PD Parkir 
Makassar Raya menuntut untuk mengoptimalkan setiap tindakan yang 
dilakukan guna untuk pencapaian target yang telah di tetapkan. 
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa target yang diusung oleh PD Parkir 
dalam empat tahun terakhir tidak tercapai secara maksimal. Hal ini 
dapat dilihat pada rumusan masalah kedua yang penulis paparkan 
seperti dibawah ini. 
 
4.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN JASA 
PARKIR DI KOTA MAKASSAR 
PD Parkir Makassar Raya selama ini berupaya memaksimalkan 
kinerja untuk meningkatkan pencapaian pendapatan retribusi daerah di 
bidang perparkiran di Kota Makassar. Dengan melihat potensi Kota 
Makassar yang merupakan kota yang didatangi oleh berbagai 
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kalangan dari luar maka PD Parkir Makassar Raya sebagai pengelola 
dalam perparkiran senangtiasa memperluas titik-titik parkir sehingga 
dapat memenuhi jumlah kendaraan yang ada di Kota Makassar. Hal ini 
pula dapat memicu peningkatan pendapatan retribusi dari segi 
perparkiran. 
Adapun setiap tahunnya target retribusi semakin meningkat 
dikarenakan perkembangan kota yang semakin pesat. Untuk 
memenuhi target tidaklah mudah selain dari faktor-faktor pendukung 
yang sifatnya membantu dalam proses pengelolaan retribusi parkir 
yang ada di Kantor PD Parkir Makassar Raya agar berjalan lancar 
sesuai dengan yang diinginkan, tetapi juga mempunyai faktor yang 
menjadi pengganjal atau yang menghalangi terselenggaranya proses 
pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kantor PD Parkir Makassar 
Raya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. 
Dengan melihat pada tabel 1 diatas  maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa dari empat tahun kebelakang setiap target 
belum tercapai dengan maksimal. Dalam pelaksanaannya, 
pemungutan tarif parkir yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya 
masih menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaannya mulai dari 
kondisi pengawasan yang sebelum-sebelumnya belum maksimal 
terhadap para juru parkir dan kolektor. 
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Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PD Parkir 
Makassar Raya sehingga target Penerimaan tidak tercapai dengan 
maksimal berdasarkan dari hasil wawancara penulis: 
1. Kondisi Cuaca 
Kondisi cuaca merupakan salah satu faktor dari penyebab 
target pertahun yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan 
maksimal. hal ini sesuai dengan keterangan dari bapak 
Nursalim,SE selaku Kasie Pelataran Umum mengemukakan 
bahwa: 
“Salah satu yang menjadi kendala tak terduga yang 
menyebabkan pendapatan tidak berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan adalah mengenai kondisi cuaca seperti yang 
terjadi sekarang ini yaitu hujan. Jika terjadi hujan maka 
secara otomatis pengguna jasa akan berkurang datang apa 
lagi jika lokasi perparkiran tersebut mengalami kebanjiran 
sehingga hal ini memicu berkurangnya pendapatan. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Selanjutnya hal serupa yang di kemukakan oleh bapak Drs. 
Ma’mur Said mengatakan bahwa: 
“Faktor cuaca juga dapat memicu penurunan hasil 
pendapatan karena mau tidak mau pengguna jasa akan 
berkurang”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa musim hujan merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan penghasilan para jukir berkurang apa lagi jika titik 
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parkir yang ditempatinya mengalami kebanjiran maka secara 
otomatis pengguna jasa akan berkurang bahkan dapat pula lokasi 
tersebut tutup untuk sementara. Dengan kondisi seperti ini 
membuat setoran akan berkurang ke PD Parkir Makassar Raya 
dan hingga pada saat akan dikalkulasi maka akan menyebabkan 
target pertahunnya tidak tercapai. 
2. Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Parkir di Tepi Jalan 
Kebijakan pemerintah ini sewaktu-waktu sering terjadi yang 
pada akhirnya juga akan menurunkan pendapatan PD Parkir 
Makassar Raya. Dengan adanya larangan parkir di tepi jalan pada 
jalan-jalan tertentu maka para jukirpun akan kehilangan 
pendapatannya yang sebelumnya melakukan rutinitas parkir di 
jalan tersebut. Dari keterangan bapak Drs. Ma’mur Said 
mengemukakan bahwa: 
“Dengan adanya larangan-larangan parkir di tepi jalan seperti 
di jl. Jendral Sudirman, Jl. Alauddin,Jl. Ahmad Yani, Jl. 
Ratulangi dapat menyebabkan penurunan pendapatan. Hal 
ini dikarenakan sebelum keluar keputusan dari wali kota 
penentuan target kita sudah ditargetkan. Nah dengan kondisi 
lapangan seperti ini secara otomatis akan mengalami 
penurunan”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 




“dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai tutup jalan 
juga dapat mengurangi pendapatan karena secara otomatis 
tidak ada potensi parkir yang buka sehingga hal demikianlah 
yang menjadi salah-satu penyebab target pertahunnya di PD 
Parkir tidak berjalan sesuai yang telah di tetapkan”. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
dengan adanya kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat 
terjadi seperti larangan parkir dan penutupan jalan dapat 
mempengaruhi pendapatan tarif parkir. Kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang seperti ini biasa terjadi jika ada kegiatan-kegiatan 
yang menggunakan ruas jalan. Hal ini terbukti dari target-target 
sebelumnya yang tidak tercapai dari empat tahun belakangan. 
3. Perbaikan/pengerjaan Jalan 
Kota Makassar adalah salah satu daerah yang banyak 
dikunjungi oleh orang-orang dengan berbagai tujuannya masing-
masing. Sampai saat ini Makassar sangat padat akan kendaraan-
kendaraan dari berbagai kota. Dengan demikian pemerintah kota 
senangtiasa melakukan perbaikan jalan dengan memperluasnya 
agar dapat menampung banyaknya kendaraan yang masuk ke 
Kota Makassar. Pelebaran jalan ini secara otomatis akan 
mengurangi potensi perparkiran di tepi jalan yang sedang 
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dikerjakan. Sesuai yang dikemukakan oleh bapak Nursalim, SE 
selaku Kasie Pelataran Umum mengatakan bahwa: 
“Dengan adanya pengerjaan jalan maka secara otomatis pula 
penggunaan tepi jalan sebagai lokasi perparkiran akan 
terhambat dan dapat memicu berkurangnya pendapatan dan 
mengakibatkan target tidak tercapai”. (wawancara : 10 Maret 
2016) 
 
Selain ini juga ditambahkan oleh bapak Drs. Ma’mur Said 
selaku Kabag. Pengelolaan mengemukakan bahwa: 
“Perbaikan-perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah 
juga menyebabkan hasil pendapatan tidak maksimal karena 
potensinya hilang”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah membuat 
penghasilan PD Parkir berkurang. Jika di suatu jalan dilakukan 
pelebaran maka potensi parkir yang ada disana pula akan 
berkurang sehingga setoran ke kas PD Parkir Makassar Raya juga 
akan berkurang. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang 
menjadi kendala dalam pengelolaan tarif dibidang perparkiran 
sehingga target tidak tercapai sesuai dengan data dari tabel 1.  
4. Bulan Puasa 
Sekali dalam setahun bulan puasa atau bulan ramadhan 
akan dijalankan. Pada bulan ini ummat islam dilarang makan dan 
minum di siang hari. Dengan demikian banyak toko ataupun 
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warung-warung makan yang tutup di ssiang hari sehingga para 
jukir yang biasanya bereporasi disanapun akan mengalami 
penurunan pendapatan. Hal ini di kemukakan oleh bapak 
Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menjelaskan bahwa: 
”Kalau bulan puasa otomatis warung-warung makan tutup 
dan dengan demikian pula dapat membuat penghasilan juru 
parkir berkurang sehingga juga penyetorannya kurang ke PD 
Parkir Makassar Raya.  (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa dalam bulan suci ramadhan banyak warung-warung tutup 
yang merupakan potensi dari pendapatan retribusi di bidang 
perparkiran. Dengan tutupnya berbagai warung maupun toko 
maka para pengguna jasapun akan berkurang secara drastis 
karena tidak terjadinya proses jual beli lagi untuk sementara 
waktu. Dengan tidak adanya proses tersebut maka juru parkirpu 
tidak mempunyai pemasukan seperti hari-hari sebelumnya dan 
menyebabkan pula penyetoran akan berkurang ke kolektor. Hal 
inilah yang mempengaruhi target pertahun PD Parkir Makassar 
Raya tidak berjalan sesuai yang telah direncanakan terutama 
dalam empat tahun belakangan ini. 
5. Kurangnya Setoran 
Setiap hari para kolektor melakukan penagihan ke para juru 
parkir berdasarkan wilayah masing-masing. Namun tidak setiap 
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harinya para kolektor menerima tarif sesuai  yang sudah disepakati 
bersama. Kadangkala paru juru parkir hanya menyetor sebahagian 
dari apa yang telah di tetapkan oleh PD Parkir Makassar Raya. 
Sesuai dengan keterangan bapak Haerul selaku salah satu 
Kolektor mengemukakan bahwa: 
“Biasanya yang menjadi kendala dalam penagihan adalah 
mengenai kurangnya setoran yang di berikan oleh para juru 
parkir dengan alasan para juru parkir juga mendapatkan 
sedikit pengguna jasa. Tetapi kami para kolektor tidak 
semerta-merta mengiakan tetapi kami catat kemudian 
dilaporkan sebagai pertanggungjawaban dari tidak 
tercapainya target penerimaan tarif perharinya”. (wawancara 
: 10 Maret 2016) 
 
Selain ini pula bapak Nursalim,SE selaku Kasie Pelataran 
Umum mengemukakan bahwa: 
“Setiap Para juru parkir yang tidak menyetor sesuai dengan 
target perhari yang telah di sepakati maka para kolektor akan 
mencatat alasan yang dikemukakan oleh jukir tersebut. 
Kemudian pengawas akan turun melihat apakah memang 
benar itu terjadi atau tidak dan jika benar maka alasannya 
akan diterima namun jika tidak sesuai maka akan di kenakan 
sangsi untuk membayar sisanya sesuai yang telah di 
tetapkan”.  (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa PD Parkir Makassar Raya telah membangun suatu sistem 
yang sangat baik dalam hal penerimaan retribusi. Akan tetapi 
sebuah sistem itu tetap menghadapi kendala berupa setoran yang 
96 
 
biasanya kurang di berikan kepada kolektor yang menagih. 
Dengan berkurangnya setoran maka dapat memicu target PD 
Parkir tidak tercapai. Dengan melihat hal ini maka tugas dari 
pengawas untuk meneliti  penyebab kurangnnya setoran tersebut. 
Kemudian setelah itu akan di tinjau benar tidaknya alasan yang 
dikemukakan oleh jukir tersebut. Hal ini dilakukan demi 
tercapainya target PD Parkir karena yang di takutkan adalah para 
juru parkir membuat alasan-alasan tersendiri untuk meraut 
keuntungan lebih. Ini tidak biasa di biarkan karena retribusi harus 
tercapai secara maksimal untuk pembangunan kota. 
6. Backingan  Jukir 
Sebahagian juru parkir yang di dapati dilapangan memiliki 
backingan. Backingian tersebut dapat dari yang merasa preman di 
daerah tersebut ataupun juga terdapat dari kalangan polisi 
maupun dari kalangan tentara. Dengan adanya backingan seperti 
ini maka secara otomatis jukir akan membayar juga ke 
backingannya dengan alasan menjamin keamanan dalam 
menjalankan tugasnya. Dari keterangan bapak Nursalim, SE 
selaku Kasie Peralatan Umum mengemukakan bahwa: 
“Penerimaan biasanya tidak tercapai secara maksimal 
karena  banyaknya oknum-oknum yang membackingi juru 
parkir. Maksud dari semua ini salah satunya adalah ada satu 
juru parkir yang ingin kami tagih tapi di backing oleh tentara, 
97 
 
lantas kemudian juru parkir tersebut merasa ada yang 
membackingnya maka biasnya dia akan membayar setengah 
karena penghasilannya akan terbagi dengan backingan 
tersebut. Kemudian juga banyak preman-preman yang 
merasa dirinya preman sering mengnganggu jukir sehingga 
kinerja jukir tidak berjalan maksimal ataukan juga membayar 
ke preman tersebut”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Selanjutnya menurut bapak Budi selaku Pengawas di PD 
Parkir Makassar Raya Mengemukakan bahwa: 
“bagi para juru parkir yang memiliki backingan kita coba 
rangkul dan tetap keordinasi dengan preman yang 
membackinginya bahwa jukir ini yang d backing kita mau 
apakan kalau kami dari PD Parkir ingin meresmikan dia 
adapun jika tidak mau silahkan jangan parkir di tempat itu 
dan jika mau baru kita urus misalnya jukir tetap bayar ke PD 
Parkir terus persoalan backingan urusan dari jukir tersebut. 
(wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
adanya backingan dari beberapa juru parkir dapat mengakibatkan 
berkurangnya setoran ke PD Parkir karena jukir tersebut juga akan 
membayar ke backingan tersebut. Backingan seperti ini dapat 
menjadi suatu pertimbangan jika akan melihat target penerimaan 
karena juga akan di bagi. Hal ini terjadi di empat tahun 
sebelumnya yang mengakibatkan target tidak tercapai secara 
maksimal, akan tetapi sekarang ini PD Parkir Makassar Raya telah 
melakukan tindakan-tindakan untuk menimalisir hal seperti ini 
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terjadi. Seperti keterangan bapak Nursalim, SE mengemukakan 
bahwa: 
“Sekarang ini PD Parkir Makassar Raya bekerjasama dengan 
POM supaya jika ada tentara yang ikut campur membackingi 
jukir maka dia akan ditindaki oleh tentara juga. Begitupun 
pula terhadap polisi yang membackingi jukir kami telah 
bekerjasama dengan Propos yang siap membantu ketertiban 
jalannya perparkiran”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
setelah sebelum-sebelumnya terdapat banyak jukir yang di 
backingi oleh oknum-oknum tertentu yang dapat memicu 
berkurangnya penerimaan maka PD Parkir Makassar Raya telah 
bekerjasama dengan pihak yang berwajib untuk membantu dalam 
mengatasi hal-hal seperti ini. Dengan adanya bantuan ini para 
kolektor dan pengawas dapat bekerja secara maksimal. 
7. Pengawasan Terhadap Kolektor dan Jukir 
Pada dasarnya pengawasan memiliki peran penting dalam 
jalannya pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar. Tanpa 
adanya pengawas maka besar peluang para jukir ataupun kolektor 
dalam meraup keuntungan sendiri. Lebih lanjut Menurut 
keterangan bapak Budi selaku pengawas mengemukakan bahwa: 
“Jika kita melihat di tahun-tahun sebelumnya mengapa target 
tidak tercapai karena kurangnya pengawasan terhadap 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kolektor dan para juru 
parkir”. (wawancara : 10 Maret 2016) 
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Selanjutnya bapak Safrullah, SE selaku Direktur Operasional 
mengemukakan bahwa: 
“Mengenai target di tahun-tahun sebelumnya tidak berjalan 
sesuai dengan rencana karena dulu pengawasanya tidak 
begitu ketat namun sekarang kami sudah lebih memperbaiki 
kesalahan-kesalahan yang telah terjadi”. (wawancara : 10 
Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpukan bahwa 
sejak tahun 2012 sampai 2015 target tidak tercapai dengan 
maksimal karena adanya sistem pengawasan yang kurang efektif, 
sehingga ini menimbulkan terjadinya spekulasi yang dilakukan 
oleh para juru parkir dan kolektor. Oleh karena itu perlu dibuat 
sistem pengawasan yang mampu mengatasi penyimpangan-
penyimpangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dilapangan. 
Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan 
masalah dengan pengambilan keputusan , tidak hanya 
menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut 
harus dapat menunjukkan mengapa terjadi penyimpangan dan apa 
yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PD Parkir 
Makassar Raya sehingga target setiap tahunnya tidak mencapai 
maksimal adalah menyangkut tentang kondisi cuaca, kebijakan 
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pemerintah tentang larangan parkir di tepi 
jalan,perbaikan/pengerjaan jalan, bulan puasa, kurangnya setoran, 
backingan jukir, dan pengawasan terhadap kolektor dan jukir.  
Banyaknya permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi 
oleh PD Parkir seperti yang telah di sebabkan, maka perlu adanya 
suatu sistem yang lebih baik lagi untuk mengatasi kendala-kendala 
yang dihadapi. Dengan demikian pendapatan retribusi akan 
meningkat mencapai target yang telah di tentukan bahkan dapat 
melebihinya.Untuk mencapai target maksimal maka perlu adanya 
pengelolaan yang baik serta dapat menjalin kerjasama antara 
atasan dan bawahan serta sering menjalin keordinasi setiap ada 
permasalah-permasalahan yang di hadapi kemudian di selesaikan 
secara bersama. 
 
4.4. RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan 
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih 
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan 
masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD). 
Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan 
mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, 
pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 
keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 
Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan 
semakinbanyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada 
daerah disertai pengalihan personil,peralatan,pembiayaan dan 
dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara itu, 
sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh 
pusat ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi 
daerah, meskipun jumlahnya relative memadai namun daerah harus 
lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan keleluasaan dalam belanja APBD daerah tersebut. 
Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 
maksimal namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah 
dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD 
yang utama.  
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Salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial adalah 
dari retribusi perparkiran. Kota Makassar adalah salah satu kota besar 
di Indonesia bagian timur yang merupakan kota banyak dikunjungi oleh 
berbagai kalangan dan sebahagian besar datang dengan menggunakan 
kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Setiap kendaraan pasti 
akan berhenti di suatu tempat dan pemerintah telah menyiapkan lokasi 
perparkiran menyebar di seluruh Kota Makassar. Dengan demikian jasa 
perparkiran merupakan salah satu potensi daerah untuk menambah 
pendapatan di bidang retribusi. 
PD Parkir Makassar Raya selaku pengelola perparkiran di Kota 
Makassar setiap tahunnya diberi target peneriman yang harus dipacai 
Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi 
retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. 
Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya 
dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap 
target yang telah ditentukan sebelumnya. Namun di dalam 
pelaksanaannya sering mengalami kendala-kendala yang 
menyebabkan target tersebut tidak tercapai secara maksimal.  
Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan 
realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak 
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tahun 2012 sampai tahun 2015. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel 4.16 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir PLB 
 
No Tahun Realisasi PAD 
1 2012 RP. 559.980.200 
2 2013 Rp. 689..384.100 
3 2014 Rp. 729.987.090 
4 2015 Rp. 749.280.036 
  Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 11-02-2016 
Berdasarkan tabel di atas realisasi dapat pemasukan ke 
Pendapatan Asli Daerah di ambil dari 30% parkir langganan bulanan 
yang dikelolah oleh PD Parkir Makassar Raya. Dengan demikian 
dapat di gambarkan sebagai berikut : 
Tabel 4.17 
Realisasi pendapatan PLB PD Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 
 
No Tahun Pendapatan PLB Pajak ke DISPENDA Persentse 
1 2012 Rp. 1.988.233.000 RP. 559.980.200 28,16 
2 2013 Rp. 2.274.571.000 Rp. 689..384.100 30,30 
3 2014 Rp. 2.429.208.500 Rp. 729.987.090 30,05 
4 2015 Rp. 2.489.719.999 Rp. 749.280.036 30,09 
Sumber : Diolah dari data sekunder bagian Keuangan Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar, dan bagian perpajakan DISPENDA. 10 Maret 2016 
 
Berdasarkan tabel di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 
konstribusi PD Parkir Makassar Raya terhadap Pendapatan Asli 
Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan terhitung dari tahun 
2012 sampai dengan tahun 2015. Dengan kontibusi yang setiap 
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tahunnya meniingkat maka ini baik bagi pembangunan daerah. 
Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi 
parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber 
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir 
menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar. 
Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat 
dari potensi yang dimiliki. 
Adapun jika target penerimaan retribusi parkir di PD Parkir 
Makassar Raya mencapai target, maka secara otomatis pula realisasi 
ke Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula oleh karena itu PD 
Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir 
yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga 
penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target 
yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan 
kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan 
asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Oleh sebab itu harus terjalin 
kerjasama dan keordinasi yang baik di setiap pekerjaan sehingga 





Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah  
Kota Makaasar Tahun 2012-2015 
No Tahun Target Realisasi Persentase 
1 2012 Rp. 441.234.952.000 Rp. 484.972.799.508 109,91 
2 2013 Rp. 569.727.462.000 Rp. 627.241.924.947 110,10 
3 2014 Rp. 831.661.964.000 Rp. 730.988.641.339 87,89 
4 2015 Rp. 992.147.612.000 Rp. 800.354.038.761 80,67 
Sumber: DISPENDA Kota Makassar 
Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012-2015 mengalami kondisi 
yang tidak stabil. Hal ini karena realisasi pendapatan pada tahun 2012 
dan 2013 mengalami perkembangan yang cukup baik bahkan melebihi 
target yang telah diusung sebelumnya namun pada tahun 2014 dan 
2015 mengalami penurunan pendapatan setelah target di naikkan. 
Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi 
parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber 
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) 
Adapun kontribusi retribusi parkir terhadap total penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar secara keseluruhan dapat 























1 2012 Rp. 8.405.311.750 Rp. 484.972.799.508 1,73 
2 2013 Rp. 9.317.492.475 Rp. 627.241.924.947 1,48 
3 2014 Rp. 9.207.800.975 Rp. 730.988.641.339 1,25 
4 2015 Rp. 9.144.480.199 Rp. 800.354.038.761 1,14 
Sumber: PD Parkir Makassar Raya dan DISPENDA Kota Makassar 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi 
pendapatan PD Parkir terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 
– 2015 mengalami penurunan akibat dari peningkatan target yang harus 
di capai.. Kontribusi PD parkir akan lebih meningkat  jika target 
penerimaan tercapai dengan maksimal. oleh sebab itu Oleh sebab itu 
PD Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan retribusi 
parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. 
Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari 
target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan 
kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka 
penulis menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah 
penelitian sebagai berikut:  
1. Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar 
PD Parkir Makassar Raya terus melakukan perbaikan akan 
pengelolaan jasa parkir, mulai dari pegawai,pengawas,kolektor dan 
juru parkir. Pengelolaan ini adalah proses,cara,perbuatan mengelola 
untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 
orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya 
dapat dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 
pengawasan.  
Dari segi perencanaan, PD Parkir Makassar Raya 
memaksimalkan pendapatan sehingga target yang telah disusun oleh 
DPRD dapat tercapai secara maksimal. Penentuan target ini 
didasarkan pada perkembangan Kota Makassar setiap tahunnya. 
Kemudian dari segi pengorganisasian pimpinan PD Parkir melakukan 
upaya pengoptimalan kerja melalui pembagian kerja setiap pegawai 
yang terkait sehingga sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
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Dengan demikian akan tercipta sebuah tata kelola yang baik pula dan 
menghasilkan pekerjaan yang maksimal untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dan kemudian akan berdampak pada pendapatan 
yang dapat mencapai target. Selanjutnya mengenai penggerakan, PD 
Parkir Makassar Raya setiap harinya melakukan pengawasan 
terhadap kolektor dan juru parkir melalui pengawas selain dari pada 
itupula PD Parkir Makassar Raya senangtiasa menambah titk-titik 
parkir yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan agar memicu 
tercapainya target dengan maksimal kemudian bentuk penggerakan 
lain dapat dilihat dari pemberian asuransi kepada setiap juru parkir 
yang terdaptar di PD Parkir Makassar Raya sebagai wujud kepedulian 
terhadap para juru parkir tersebut. Adapun yang terakhir dalam  
pengelolaannya PD Parkir melakukan pengawasan yang bertujuan 
untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
dilapangan sehingga dapat mengurangi pendapatan yang 
mengakibatkan pencapaian target tidak maksimal.  
Dalam pelaksanaan ke empat unsur di atas, PD Parkir 
Makassar Raya menuntut untuk mengoptimalkan setiap tindakan yang 
dilakukan guna untuk pencapaian target yang telah di tetapkan. 
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa target yang diusung oleh PD Parkir 
dalam empat tahun terakhir tidak tercapai secara maksimal. 
109 
 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota 
Makassar 
PD Parkir Makassar Raya selama ini berupaya memaksimalkan 
kinerja untuk meningkatkan pencapaian pendapatan retribusi daerah 
di bidang perparkiran di Kota Makassar. Namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa dalam pelaksanaannya masih mendapatkan berbagai kendala 
yang mengakibatkan target yang telah di usung tidak tercapai secara 
maksimal. Adapun kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PD 
Parkir Makassar Raya sehingga target setiap tahunnya tidak mencapai 
maksimal adalah menyangkut tentang kondisi cuaca, kebijakan 
pemerintah tentang larangan parkir di tepi jalan,perbaikan/pengerjaan 
jalan, bulan puasa, kurangnya setoran, backingan jukir, dan 
pengawasan terhadap kolektor dan jukir.  
Pengelolaan retribusi parkir terhitung dari tahun 2012 sampai 
pada tahun 2015 mengalami kondisi yang dinamis, dimana 
penerimaan pendapatan retribusi parkir jika dilihat dari persentasenya 
selalu naik turun. Hal ini disebabkan karena jumlah personil antara 
pengawas, kolektor, dan juru parkir tidak seimbang sehingga 
pengawasan terhadap kolektor dan juru parkir berjalan tidak optimal 
yang kemudian dapat menimbulkan penyimpangan antara juru parkir 
dan kolektor di lapangan. Selain dari itu juga dalam empat tahun 
110 
 
terakhir  pendapatan retribusi parkir tidak mencapai target. Ini 
dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat 
pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya 
terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. 
Adapun kontribusi PD Parkir Makassar Raya terhadap 
Pendapatan Asli Daerah terhitung dari tahun 2012 sampai dengan 
2015 mengalami penurunan Oleh sebab itu PD Parkir Makassar Raya 
perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke 
optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan 
retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah 
ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang 
lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah 
(PAD) secara keseluruhan. 
 
5.2. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah 
sebagai berikut : 
1) Kepada Kabag. Pengelolaan agar kiranya semakin meningkatkan 
pengawasan terhadap para kolektor yang secara langsung turun 
kelapangan untuk menagih tarif parkir di setiap wilayahnya 
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masing-masing. Kemudian lebih mengefektifkan pengawasan 
langsung sehingga dapat pula memberi arahan-arajan kepada 
para juru parkir dalam menjalankan tugasnya sehingga akan 
terjalin kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dan 
kemudian dapat mencapai target secara maksimal. dengan 
demikian kejadian-kejadian empat tahun sebelunya tidak terulang 
kembali. 
2) Kepada para Kolektor agar mampu bertanggungjawab penuh atas 
uang yang telah di peroleh dari juru parkir. Kemudian pula harus 
bersikap lebih tegas jika ada juru parkir yang ingin bermain-main 
dengan retribusi tersebut dan tidak ikut untuk mendukungnya 
dalam rangka mencari keuntungan sendiri. Dengan demikian 
kinerja para jukir mampu meningkat tanpa akan melakukan 
penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengurangi pemasukan 
retribusi di bidang perparkiran. 
3) Kepada para pengawas agar lebih aktif dalam mengawasi para 
kolektor yang melakukan penagihan-penagihan kepada juru parkir. 
Jika terdapat laporan-laporan yang masuk dari para kolektor maka 
pengawas harus mengecek secara keseluruhan benar atau 
salahnya laporan tersebut sehingga tidak dapat terjadinya 
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kerjasama antara kolektor dan jukir yang dapat mengakibatkan 
pencapaian target pertahun tidak terpenuhi. 
4) Perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif 
sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal. 
5) Kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini jumlah 
pegawai/kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa 
retribusi parkir di kawasan perparkiran di kota Makassar perlu 
ditambah agar seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 1.650 
orang sehingga pemungutan retribusi parkir berjalan efektif dan 
efisien.  
6) Kepada juru parkir resmi lebih ditekankan untuk mengefektifkan 
pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap pengguna 
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